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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk
dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang

ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun. Rencana
kerja tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan
dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana
kerja tahun 2022 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk
rencana tindak kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2022

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup tahun 2022 memuat kebijakan, program dan prioritas kegiatan
pembangunan daerah di bidang perumahan dan permukiman yang akan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, berdasarkan tugas pokok dan fungsi
Dinas. Adapun alokasi anggaran indikatif, serta usulan kegiatan, pendanaannya
berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Renja dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disusun
secara partisipatif di bawah koordinasi Kepala Dinas dan diharapkan program
yang diprioritaskan dapat direalisasikan secara bertahap, berlanjut dan
berkesinambungan sesuai kemampuan daerah dalam rangka mendukung visi

dan misi jangka menengah daerah Kabupaten Banjar.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian
visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju
pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro
semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan
perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal 7 UU No. 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja-SKPD
disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD,
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menyusun
Rencana Kerja (Renja) tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022-
2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi
dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026.

Adapun visi Bupati Banjar adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju,
Mandiri dan Agamis”. Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar ini mengacu kepada misi yang
tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2022-20226, misi ke 3 vyaitu “Pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan”.

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program

dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



tahun 2023 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah

Kabupaten Banjar dan Nasional pada umumnya.

1.2.

LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 adalah:

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Kabupaten Banjar;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 — 2009;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Sosial,

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan RENSTRA
SKPD

Permendagri Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Persampahan,;

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Dearah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi,
Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6;

Surat Edaran Bupati Nomor 050/667/PPE-Bappeda Litbang/2022 tentang
Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang
menjabarkan Review | Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar
Tahun 2022 — 2026.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022 disusun
dengan maksud sebagai berikut:

1. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu
indikatif anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar tahun 2022 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya dan
proyeksi capaian tahun berjalan.

3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

14. SISTEMATIKA PENULISAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan perubahan Renja Dinas

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

Tahun 2022, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB | PENDAHULUAN
Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar.

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANJAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 2022
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan Il mengacu pada APBD
tahun 2022. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar,
berisikan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi
atau melebihi target kinerja. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,

terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Implikasi



BAB llI

BAB V

yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD serta
kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR

Berisikan penjelasan mengenai uraian garisbesar mengenai rekapitulasi
perubahan program dan kegiatan.

PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB I

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN

2.1.

PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR SAMPAI

DENGAN TRIWULAN Il TAHUN 2022

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN Il TAHUN 2022

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada dasarnya
menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar sampai dengan triwulan Il tahun 2022 dan perkiraan target
sampai akhir tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Pasal 3 Tahun
2021 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi di Lima (5) bidang yaitu Bidang
Penyediaan Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Penataan,
Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan
Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian,
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Bidang Penyediaan Perumahan terdiri atas 3 seksi yaitu:
Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil
Penyediaan Perumahan Swadaya
Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas 3 seksi yaitu :
Peningkatan Kualitas Permukiman
Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
Keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
terdiri atas 3 seksi yaitu :
Kajian Dampak Lingkungan
Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri
atas 3 seksi yaitu:
Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Kemitraan Pengelolaan Sampah
Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari

3 seksi yaitu:



2.11

1. Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

3. Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

EVALUASI CAPAIAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH
KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp. 60.867.200,- dengan target
1 dokumen. Sampai dengan triwulan Il realisasi anggaran sebesar Rp. 835.000,-
(1.37%) dan untuk realisasi fisik 1 dokumen belum tercapai dikarenakan masih
melakukan koordinasi dengan BPBD terkait lokus-lokus daerah rawan bencana,
dan ke SKPD terkait yang mempunyai program yang terdampak relokasi

terhadap warga setempat.

KEGIATAN  SOSIALISASI DAN  PERSIAPAN  PENYEDIAAN DAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM
KABUPATEN/KOTA

1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

Sub kegiatan ini memiliki total anggaran sebesar Rp. 97.323.600,- dengan target
100 orang yang memahami materi sosialisasi. Sampai dengan triwulan I
kegiatan sosialisasi belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa revisi
pada SK rehabilitasi rumah korban bencana alam. Faktor lokasi penerima
bantuan yang tersebar di wil. Kab. Banjar menjadi kendala sosialisasi, sehingga
tidak dapat dilakukan secara terpusat di satu tempat. dan akan segera
dilaksanakan di triwulan berikutnya. Untuk realisasi anggaran sebesar Rp.
Rp.34.084.800,- (35,02%) yang digunakan untuk pembiayaan pembayaran gaji

dan iuran jaminan kecelakaan bagi non ASN.



KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN
BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

1. Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp.389.596.700,- dengan target 10
unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi.
Sampai dengan triwulan Il rehabilitasi rumah bagi korban bencana belum dapat
direalisasi dan akan di laksanakan di triwulan berikutnya. Sedangkan untuk
realisasi anggaran sebesar Rp. 1.102.500,- (0,28%). Tahapan pekerjaan sampai
dengan triwulan Il adalah menyelesaikan pengesahan SK sehingga kegiatan

rehabilitasi rumah bagi korban bencana akan segera dijalankan.

KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 79.323.900,- dengan target 50
dokumen rekomendasi siteplan rumah dan perumahan yang disahkan. Sampai
dengan triwulan Il capaian realisasi fisik sebanyak 47 dokumen (94%) dan
realisasi anggaran sebesar Rp. 20.321.260,- (25.62%). Tercapainya target sub
kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai dengan
SOP serta adanya kerjasama yang baik dalam tim. Sedangkan serapan dana
yang belum maksimal sesuai anggaran kas bulanannya dikarenakan ada
beberapa anggaran yang belum diajukan namun sudah dalam proses

pengerjaan.

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 106.305.600,- dengan target 12
perumahan yang dilakukan pemantauan. Sampai dengan triwulan Il telah
terealisasi sebanyak 6 perumahan atau 50% dari target. Tercapainya target sub
kegiatan di dukung oleh kerjasama yang baik dalam tim. Sedangkan realisasi
anggaran sebesar Rp. 18.855.400,- (17.74%). Serapan dana yang belum
maksimal sesuai anggaran kas bulanannya tersebut dikarenakan ada beberapa

anggaran yang belum diajukan hamun sudah dalam proses pengerjaan.



PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH (SEPULUH) HA

1. Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman
Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 185.243.000,- dengan target
fisik 2 dokumen. Sampai dengan triwulan Il realisasi anggaran sebesar Rp.
31.247.400,- (16.87%), sedangkan realisasi fisik belum tercapai dikarenakan
masih dalam proses pengadaan pemilihan penyedia. Upaya yang akan
dilakukan adalah dengan sesegara mungkin untuk melaksanakan survey dan
penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh. belum dilaksanakannya
beberapa rencana anggaran kas belanja pada sub kegiatan ini menyebabkan
serapan dana pada kegiatan ini masih belum maksimal serta ada paket kegiatan
yang masih dalam proses pengerjaan dan akan masih akan berlanjut pada bulan
berikutnya. Serapan dana yang telah terealisasi karena termasuk dalam
rutinitas pekerjaan seperti terlaksananya pembuatan SPJ gaji dan ATK sebagai

penunjang kelancaran terlaksananya sub kegiatan.

2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pada sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp.70.400.000,- dengan target
1 dokumen. Sampai dengan triwulan Il realisasi fisik maupun realisasi anggaran
belum dapat terealisasi. Kegiatan masih dalam tahap proses pengadaan

pemilihan penyedia dan akan masih berlanjut pada triwulan Il1.

3. Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan berkembangnya
Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 44.357.000,- dengan target 200
orang yang mengikuti sosialisasi. Sampai dengan triwulan Il telah tercapai 17
orang yang mengikuti sosialisasi atau 8.50% dan realisasi anggaran sebesar Rp.
5.042.500,- (11.37%). Belum dilaksanakannya beberapa rencana anggaran kas
belanja pada sub kegiatan ini menyebabkan serapan dana pada kegiatan ini
masih belum maksimal dikarenakan menyesuaikan paket kegiatan. Beberapa
serapan dana pada kegiatan ini telah terealisasi untuk kegiatan sosialisasi atau

konsultansi publik di kawasan Air Santri.



KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS DI BAWAH (SEPULUH) HA

1. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering
Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 247.983.400,- dan target 2
dokumen. Sampai dengan triwulan Il realisasi anggaran sebesar Rp.
40.264.260,- (16.24%) dan realisasi fisik 0%. Sumber pendanaan APBD
terhadap dua pekerjaan belanja konsultansi yang meliputi perencanaan teknis
jalan lingkungan di lingkungan kumuh dan penyusunan dokumen Perencanaan
peningkatan kualitas permukiman di kawasan kumuh sedang dalam proses
pelaksanaan karena pergeseran APBD telah selesai dilakukan oleh TAPD (Tim
Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Banjar. Kegiatan Perencanaan
Teknis Jalan Lingkungan di Permukiman Kumuh TA. 2022 sedang dalam
proses pelaksanaan yang dilakukan oleh konsultan/pihak ketiga. Adapun lokasi
kegiatan perencanaan tersebut berada di Kelurahan Pesayangan dan Desa
Pesayangan Barat. Dilakukannya pergeseran pada sub kegiatan Penyusunan
Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh menyebabkan tertundanya

pelaksanaannya atau capaian target pada sub-sub kegiatan lain.

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 6.621.700,- dan target 5 kali
jumlah koordinasi dan sinkronisasi. Sampai dengan triwulanll telah
dilaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait yang meliputi Kelurahan
Pesayangan, Kelurahan Pesayangan Barat dan Desa Murung Kenanga. Hal ini
ditujukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pekerjaan fisik dan pemberian
bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena
program peremajaan permukiman kumuh dan pengadaan tanah. Kegiatan
koordionasi dengan stakeholder terkait telah dilaksanakan beberapa kali dalam
rangka mendukung pekerjaan fisik di lapangan, meliputi koordinasi dengan
Lurah Pesayangan dan Kepala Desa Pesayangan Barat. Kegiatan ini belum
dapat di SPJ kan dikarenakan anggaran kas perbulan Seksi Peningkatan

Kualitas Permukiman baru akan terbuka di bulan Agustus.
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3. Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara
Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 87.300.000,- dan target 13
unit hunian sementara. Sampai dengan triwulan Il Pemberian bantuan uang
sewa rumah terhadap 13 unit rumah/KK telah dilaksanakan dan telah diterima
oleh 13 KK yang merupakan warga terdampak kegiatan pembangunan daerah.
Dapat disampaikan bahwa capaian fisik dalam kegiatan ini sudah 100%.
Adapun untuk capaian keuangan sebesar Rp. 74.847.500,- (85.74%) dan
dalam proses finalisasi. Faktor yang mendukung tercapainya target kegiatan
pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara adalah dilakukannya
koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan uang sewa
dan juga telah dilakukan verifikasi terhadap data-data warga sehingga dana
bantuan uang sewa telah diterima oleh warga yang terdampak pembangunan

daerah.

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan pembangunan Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.915.100.000,- dan target 2
PSU. Pekerjaan perbaikan jalan lingkungan di Kelurahan Pesayangan dan
perbaikan jalan lingkungan di Kelurahan Pesayangan Barat belum dapat
dilaksanakan karena berkaitan dengan finalisasi pekerjaan perencanaan yang
sedang dilaksanakan oleh konsultan/pihak ketiga. Untuk belanja modal tanah
sedang dalam proses pelaksanaan. Pekerjaan ini melibatkan Dinas PUPRP
Kab. Banjar, serta BPN Kabupaten Banjar. Telah dilakukan penyusunan
rencana dokumen pengadaan tanah di Desa Murung Kenanga oleh Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Banjar dan ditindak lanjuti oleh Dinas PUPRP Kab. Banjar. Telah dilaksanakan
pengukuran sementara oleh bidang pertanahan dinas PUPRP Kab. Banjar di
lokasi yang berada di RT. 06 Desa Murung Kenanga Kec. Martapura. BPN
juga telah menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran lahan untuk
mengetahui luas bidang (persil lahan). Hasil pengukuran luas persil lahan akan
menjadi dasar untuk membayar biaya PNBP lahan yang akan diterbitkan oleh
BPN.
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PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
KEGIATAN PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 485.501.200,- dan target 14 unit
rumah. Sampai dengan triwulan |l persentase realisasi fisik 0%, realisasii
serapan dana sebesar Rp. 91.080.300,- (18,78%). Penyerapan dana terlaksana
pada belanja jasa upah tenaga kontrak dan iuran jaminan Kesehatan
keselamtan kerja. SK penerima bantuan perbaikan RTLH untuk pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar Kawasan
permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 (sepuluh) ha telah disahkan.
Target 100% fisik selesai pada triwulan IV. Kegiatan fisik dapat segera di

laksanakan.

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
PSU
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di
Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.799.999.000,- dan target
760 unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan. Sampai dengan triwulan I
sub kegiatan ini sedang dalam proses pengerjaan, tahapan pengerjaan sudah
sampai pada penetapan penyedia dan dalam proses pelaksanaan
perencanaan peningkatan kualitas PSU perumahan. Sedangkan realisasi
keuangan sampai triwulan |1l sebesar Rp. 49.829.400,- (Rencana
penggabungan beberapa paket perencanaan menjadi satu tidak diakomodir di
RKA-Pergeseran. Upaya yang dilakukan adalah melakukan percepatan proses

persyaratan penyedia barang/jasa.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan, Sarana,
dan Utilitas Umum Perumahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp.27.131.600,- dan target 8
perumahan yang telah melaksanakan serah terima PSU. Sampai dengan
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triwulan 1l sebanyak 6 (75%) perumahan yang telah melaksanakan serah terima
PSU, yaitu :

- PT. El Ghifary Surya Mandiri yaitu perumahan Bumi Permata Belayung
Tahap 1 dan 2 yang berlokasi di JI. Tatah Belayung Baru RT.04
Kelurahan Belayung Baru Kec. Kertak Hanyar.

- PT. El Ghifary Surya Mandiri yaitu perumahan Komplek Griya
Tembikar Asri yang berlokasi di JI. Tembikar Kanan Desa Simpang
Empat Kec. Kertak Hanyar.

- PT. Martapura Griya Indah yaitu perumahan Berlian Permai Residence
5 yang berlokasi JI. Bauntung RT.05/03Desa Sungai Sipai Kecamatan
Martapura Kota.

- PT. Martapura Griya Indah yaitu perumahan Arwana Residence 9 yang
berlokasi JI. Sekumpul Ujung RT.08 Desa Indrasari Kecamatan
Martapura.

- PT. Martapura Griya Indah yaitu perumahan Arwana Residence 4 yang
berlokasi JI. Jingah Habang llir Kecamatan Karang Intan.

- PT. Martapura Griya Indah yaitu perumahan Berlian Residence 2 yang
berlokasi Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura.

Kooperatifnya pengembang dalam bekerjasama mengurus keperluan
pendukung terkait serah terima aset PSU menjadi factor pendukung

keberhasilan kinerja kegiatan.

3. Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 10.244.310.800,- dan target
kinerja 250 titik PJU yang terbangun dan terpelihara. Telah dilaksanakannya

Jumlah Titik Penerangan Jalan yang sudah terbangun / terpelihara yaitu
mencapai 916 titik penerangan jalan dan penyerapan dana terlaksana pada
belanja tagihan listrik yang terdiri dari 5 Rayon. Sedangkan realisasi keuangan
sebesar Rp. 7.778.104.325,- (75.94%). Faktor yang mendorong keberhasilan
kinerja kegiatan ini adalah banyaknya laporan perbaikan kerusakan /
pemeliharaan lampu PJU yang masuk. Sedangkan faktor yang menghambat
kinerja karena adanya keterbatasan dan anggaran dari pemerintah daerah
sehingga tidak semua desa/kelurahan dan kecamatan dapat kita penuhi

kebutuhan penerangan PJU/PIL.
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PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 114.542.800,- dan target 3
dokumen lingkungan hidup yang tersusun. Sampai dengan triwulan Il realiasi
fisik kegiatan belum tercapai dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 4.002.200,-.
Faktor yang menghambat keberhasilan kinerja sub kegiatan ini karena adanya
keterbatasan data-data yang diperlukan dari beberapa Instansi yang
bersangkutan dikarenakan minimnya kesediaan data tersebut. Upaya yang
dilakukan adalah saling berkoordinasi antara tim dengan konsultan menyangkut
data-data yang diperoleh. Tahapan yang pekerjaan yang telah dilakukan adalah
dengan melaksanakan rapat inter dengan pihak konsultan dalam rangka
mengetahui progress pekerjaan sebelum dilakukannya rapat ekspose,
menyiapkan undangan ekspose akhir penyusunan dokumen IKPLHD dan

menyiapkan SPJ ATK, makan minum dan bahan cetak (spanduk).

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah, air, udara
dan laut

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.050.798.000,- dan target 100
pelaku usaha, 50 perusahaan, dan 107 titik pantau air dan udara. Sampai
dengan triwulan Il jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan sumber
pencemar air dan udara sebanyak 49 pelaku usaha dan jumlah titik pantau air
dan udara sebanyak 45 titik. Sedangkan untuk realisasi anggaran sampai
dengan triwulan 1l adalah sebesar Rp. 214.639.300,- (20.43%). Faktor yang
mendukung tercapainya realisasi kinerja antara lain adalah proses administrasi
dan keuangan yang berjalan lancer, penyusunan perencanaan kegiatan sesuai
dan tepat sasaran serta tersedianya sarpras dan SDM personil yang memadai.
Sedangkan faktor penghambat tarcapainya realisasi antara lain dikarenakan

kurang welcomenya penerimaan dari pihak pelaku usaha, beberapa pelaku
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usaha sulit dilakukan pembinaan da nada beberapa pelaku usaha yang
usahanya sudah dipindahtangankan. Tahapan-tahapan pekerjaan yang telah
dilakukan berupa melakukan inventarisir data perusahaan yang melaporkan
pelaksanaan RKL-RPL, koordinasi dengan pelaku usaha untuk pelaksanaan
pembinaan dan pemantauan lingkungan, melakukan pengambilan sampel air
sungai dan udara serta melakukan pengujian sampel air dan udara di

Laboratorium.

2. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan target 1
dokumen. Sampai dengan triwulan |l realisasi fisik dan anggaran belum dapat
terlaksana dikarenakan masih dalam tahap penyusunan laporan dan tahap

proses pengerjaan akan masih berlanjut pada triwulan berikutnya.

3. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 93.967.900,- dan target 1
dokumen. Sampai dengan triwulan Il target fisik 1 dokumen mutu laboratorium
belum tercapai sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.148.000 (9.7%).
Tahapan pekerjaan yang sudah dilakukan berupa proses persiapan
maintenance alat lab dan menyusun instruksi kerja alat dan metode. Faktor yang
mendorong keberhasilan capaian kegiatan adalah adanya PermenLHK No. 23
tahun 2020 tentang laboratorium lingkungan dan pedoman KAN 01-10
penyusunan dokumen mutu. Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan
capaian kinerja kegiatan antara lain adalah kurangnya personil pengambil
sampel, pengujian laboratorium lama dikarenakan aktivitas tinggi personil pada
kegiatan pemantauan dan pencemaran serta padatnya jadwal narasumber

tenaga ahli laboratorium sehingga tidak tepat waktu pelaksanaannya.

KEGIATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

1. Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 150.423.200,- dan target 1
dokumen dan 2 komunitas yang terbentuk sebagai agen. Sampai dengan

triwulan 1l target fisik 1 dokumen dan 1 komunitas yang terbentuk telah tercapai.
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Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.502.000,-. Faktor yang
menghambat keberhasilan capaian kinerja adalah adanya kesalahan pada
penginputan target pada DPA dan akan diperbaiki pada saat perubahan.

Tahapan proses pengerjaan akan masih berlanjut hingga triwulan V.

KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU _KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 50.666.000,- dan target 1 desa
dalam wilayah restorasi yang tertangani konservasi. Sampai dengan triwulan Il
target fisik belum dapat terlaksana dan realisasi anggaran sebesar Rp.
9.975.000,-. Tahapan pekerjaan yang telah dilakukan adalah melaksanakan
monitoring lanjutan dimana faktor yang menghambat keberhasilan capaian
kinerja dikarenakan adanya kesalahan pada penginputan target DPA dan akan

diperbaiki pada saat perubahan.

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI
KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan
Hutan

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa 1 lokasi lahan taman kehati
dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- . Sampai dengan triwulan Il realisasi
fisik 1 lokasi lahan taman kehati telah tercapai dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 23.629.500,- (47.26%).

2. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)

Sub kegiatan ini memiliki target jumlah lokasi RTH yang dipelihara sebanyak 30
lokasi dan memiliki anggaran sebesar Rp. 6.385.082.500,-. Realisasi lokasi
RTH yang dipelihara tercapai 10 lokasi (33.33%) dengan realisasi anggaran Rp.
2.251.854.494,- (35.27%).
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3. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 124.997.800,- dengan target 25
lokasi penghijauan di perkotaan dan pedesaan. Sampai dengan triwulan Il
realisasi fisik tercapai sebanyak 20 lokasi (80%) dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 52.499.300,- (42%).

4. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja 1 kawasan kampung iklim dengan
anggaran sebesar Rp. 24.626.800,-. Sampai dengan triwulan Il target 1 kamung
iklim telah tercapai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.464.000,-
(22.19%).

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara
Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektro

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 30.183.400,- dan target 30
pelaku usaha yang mengajukan izin TPS limbah B3. Sampai dengan triwulan Il
realisasi fisik sebanyak 5 (16.67%) pelaku usaha dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 8.150.200,- (27%). Factor penghambat berjalannya sub kegiatan
ini adalah para pelaku usaha yang masih kurang mengerti atau masih kurang
faham tentang bagaimana cara pengelolaan aplikasi melalui sistem pelayanan
perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga masih
memerlukan waktu untuk belajar cara penggunaan aplikasi dan karena adanya
perubahan regulasi / peraturan yang mengakibatkan beberapa izin lingkungan
untuk kegiatan / usaha diambil alih oleh KLHK. Sedangkan faktor pendorong
keberhasilan kegiatan ini adalah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (3)
dan Pasal 71 (1).
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2. Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan
Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 199.775.000,- dan target 30
pelaku usaha yang dilakukan pengawasan izin TPS Limbah B3. Sampai
dengan triwulan 1l realisasi fisik telah tercapai sebanyak 10 pelaku usaha
(33.33%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.379.280,- (42.74%).
Factor yang mendukung lancarnya Kkinerja sub kegiatan ini adalah
kooperatifnya pelaku usaha dalam bekerjasama mengurus keperluan Laporan
Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 dan
berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 71 (1). Sedangkan
faktor yang menghambat keberhasilan capaian kinerja adalah karena adanya
perubahan regulasi / peraturan yang mengakibatkan beberapa izin lingkungan

untuk kegiatan / usaha diambil alih oleh KLHK.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH
DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin
Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 84.398.700,- dan target 140
pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan. Sampai dengan triwulan I
target fisik tercapai 1 pelaku usaha dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
15.157.200,- (17.96%).

2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang lIzin Lingkungan
Hidup, 1zin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 80.272.000,- dan target 30
jumlah monitoring dan evaluasi pelaku usaha yang dikenakan sanksi
administrasi dan progress verifikasi lapangan pelaksanaan penataan terhadap

peraturan LH. Sampai dengan triwulan Il jumlah perusahaan yang diawasi
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adalah sebanyak 11 perusahaan (36.67%). Sedangkan realisasi anggaran
sebesar Rp. 5.624.000,- (7.01%).

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan
Sanski Upaya dan Rencana PPLH

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 69.995.300,- dan target 30
jumlah pelaku usaha yang pemilik izin lingkungan dan izin PPLH yang dilakukan
pengawasan. Sampai dengan triwulan Il realisasi fisik tercapai 3 pelaku usaha
pemilik izin lingkungan dan izin PPLh yang dilakukan pengawasan dengan
realisasi anggaran sebesa Rp. 913.300,-. Kurangnya pelaku usaha yang
dilakukan pengawasan dikarenakan kurangnya perusahaan yang membuat
dokumen, karena untuk tahun ini sebagian kewenangan Pemerintah Daerah
dalam pelayanan pembuatan Dokumen dialihkan ke Pusat khususnya urusan

mineral dan batubara.

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
(MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL,
DAN HAK MHA YANGTERKAIT DENGAN PPLH

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi
Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan
Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan
PPLH

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan target 1
kegiatan. Sampai dengan tiwulan Il kegiatan fisik dan realisasi anggaran belum

dapat tercapai dan akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKAT
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 213.435.000,- dengan target

105 pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Sampai dengan
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triwulan Il realisasi fisik tercapai 28 (26.67%) sekolah dengan realisasi anggaran
Rp. 58.425.000,- (27.37%).

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
KABUPATEN/KOTA

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH
Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 96.094.000,- dengan target 10
jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani
dengan baik. Sampai dengan triwulan |l realisasi fisik tercapai sebanyak 3 (30%)
pengaduan dengan realisasi anggaran Rp. 2.474.700,-. Kurangnya sosialisasi
tentang pengaduan pencemaran lingkungan hidup membuat jumlah pengaduan

dari masyarakat belum maksimal.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanski Administrasi,
Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui Pengadilan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 30.664.000,- dengan target 5
kasus sengketa lingkungan hidup yang dapat diselesaikan. 3 kasus sengketa
lingkungan hidup telah dapat di selesaikan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 975.000,-

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH

1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan target 1
dokumen status kepuasan masyarakat. Sampai dengan triwulan Il kegiatan fisik
belum dapat terlaksana sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.211.000,-
digunakan untuk pembiayaan gaji non ASN. Kegiatan akan segera dilakukan

pada triwulan berikutnya.

20



2. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 10.906.038.800,- dan target 85
unit sarana dan prasarana yang terpelihara. Sampai dengan triwulan 1l 44
(51.76%) unit sarana dan prasarana telah terpelihara dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 5.345.281.360,- (49.01%).

3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 185.479.500,- dan memiliki 2
target indikator kinerja berupa 30 komunitas masyarakat dalam pengelolaan
persampahan dan 3 kali penilaian adipura. Sampai dengan triwulan Il kegiatan
fisik telah tercapai 3 (10%) komunitas masyarakat dalam pengelolaan
persampahan dengan realisasi anggaran Rp.99.349.100,- (53.56%). Sedangkan
untuk penilain adipura belum dapat dilaksanakan. Realisasi anggaran yang
besar disbanding dengan realisasi fisik dikarenakan anggaran digunakan untuk

pembiayaan gaji dan iuran jaminan kesehatan pegawai non ASN.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Saran dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.865.751.000,- dan target 2
paket sarana dan prasarana penanganan sampah. Sampai dengan triwulan Il
realisasi fisik 3 paket telah terlaksana dengan capaian 150% diantara yaitu
pembuatan bak container oleh CV. Tajmila dan Pembuatan landasan container
(TPS) di kecamatan martapura kota oleh CV. Bangun Cipta Sarana. sedangkan
realisasi anggaran sampai dengan triwulan Il sebesar Rp. 663.473.997,-
(23.15%). Ketersediaan lahan dan cuaca yang mendukung merupakan salah
satu factor penunjang keberhasilan dalam pembangunan TPS 3R. Adapun
hambatan pelaksanaan kegiatan antara lain adalah beberapa kecamatan yang
akan dibangunkan TPS memindah lokasi pembangunan, pembelian tanah
terhambat karena penolakan warga untuk pembangunan TPS sehingga
lokasinya berpindah-pindah serta kontur tanah yang sulit untuk dilakukan

pembangunan.
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Berdasarkan uraian evaluasi capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan
diatas tidak ada implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Hal itu dikarenakan
hasil evaluasi renja yang dihasilkan hanya sampai dengan triwulan Il dimana kegiatan-
kegiatan masih dalam proses pengerjaan hingga triwulan IV. Sedangkan untuk
kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tidak terpenuhi, telah memenuhi atau melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan adalah menyesuaikan dengan target indikator sub
kegiatan sesuai Keputusan Mentri Dalam Negri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi permutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan
Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku untuk

periode perubahan di triwulan 111,
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Tabel 2.1.
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Triwulan Il tahun 2022

8 9 10 13=9+10+11+12 | 13 =12/7*100 14=7+13
11 2 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
PROGRAM
PENUNJANG .

AL remenUhmya 100 25 | 2,497,899.79 | 25 | 3,206,281,80 5,704,181,60 | 2,5250 | 414 | 252
PEMERINTAHAN | 2yanan | persen | 13,779,585 | 52 | S®LOWE 1 Lo S,L0,L8100 | 55 | 9, MOATGLED | &920. . < | 5,704,181,605
administrasi % % 8 % 7 5 0 0 5

DAERAH erkantoran 30 25
KABUPATEN/KO | P
TA
Persentase
Terselenggara
Perencanaan, nya
Penganggaran, Perencanaan,
dan Evaluasi Penganggaran | 100 50. 5,000.0 | 33.5| 50.0
Kinerja dan Evaluasi | % | PESN | aqs37az | 30 2,899,200 | 20 7,514,000 | o | 10,413,200 5 3 g 10,413,200
Perangkat Kinerja
Daerah Perangkat
Daerah Yang
Dilaksanakan
Bf’%l::’?an JD%TLan:]en ang | 20 | Dok 6 2899200 | 4 101 40413200 | 5000 | 339 | 100 10,413,200
Perencanaan p yang 31,053,732 09 7,514,000 | 00 19, : 3 0 A9,
Isusun
Perangkat Daerah
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9 10 13=9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Persentase
Administrasi Administrasi 23. 23
Keuangan Keuangan 12,214,829,7 | 07 | 2,267,014,55 ; 46. | 5,097,263,16 | 4,615.3 | 41.7 | 46.1
Perangkat Perangkat 1| P 48 69 p | AR EE T 4 5 5| | S
7 2
Daerah Daerah yang 23
Terlaksana
Penyedia Gaji Terbayarnya
dan Tunjangan | Gajih dan 13 | bulan | 102551835 | 3 1’873’837'02 3 | 240478311 6'8 4*278’620’12 46.15 41'; 6.00 | 4278620193
ASN Tunjangan ASN 48 8
. Tersedianya
Penyefilaanl jasa pendukung
Administrasi administrasi 13 | bulan | 1,954240,00 | 3 | 392980077 | 3 601 s16606571 | 4645 | 417 | 600 | 816606571
Pelaksanaan . R m 423,625,594 0 e ’ 9 ’ e
dan teknis 0
Tugas ASN
perkantoran
Penyusunan
Pelaporan dan Jumlah
Analisis Dokumen 3.0 376
Prognosis Keuangan yang 13 Dok 5,406,200 196,500 | 3 1,839,900 0 2,036,400 23.08 7 3.00 2,036,400
Realisasi disusun
Anggaran
Administrasi Perssentase
Kepegawaian Pegawai yang 100 0.0
Perangkat mengikuti % | Persem | 40,000,000 0 G Rl R .
Daerah Bimtek
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9 10 13=9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp.
Bimbingan ngknis Jumiah
Implementasi pegawai yang
Peraturan mengikut 1 Orang 10,000,000 0 00 i 0 0 0.00 | 0.00 | 0.00 0
Perundang- .
BimTek
Undangan
Administrasi Persentase
Umum Administrasi 100 50. 5,000.0 | 36.8 | 50.0
Perangkat Umumyang | % | Pe"e" | gaggrogo0 | 23 | 3573654 | 25| ysg519910 | 0o | 232,093,566 o| 5| o 23209566
Daerah terlaksana
Penyediaan Tersedianya
mg?;;ﬂstrik/ komponen 12 | Bulan 3 8,285,600 | 3 6| 10269600 | 5000 88| 600 10,269,600
instalasi / Listrik 21,027,700 e 1,984,000 o : 4 : E
penerangan Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Tersedianaya
Peralatan dan Peralatan dan 6.0 39.8
Perlengkapan Perlengkapan 12 Bulan 77,418,400 3 8,678,600 | 3 22,169,300 0 30,847,900 50.00 5 6.00 30,847,900
Kantor kantoran
, Tersedianya
Penyediaan Bahan Cetakan
Barang Cetakan | .y 12 | bulan 3| 4114000 | 3 601 7106275 | 5000 | %09 6.00 710,275
dan 12,480,500 e 2,992,275 0 e ’ 4 : e
Penggandaan
Penggandaan Kantor
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8 9 10 13 =9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
1 2 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Penyediaan
Bahan Bacaan Tersedianya 391
dan Peraturan bahan bacaan 12 Bulan 3 2,820,000 | 3 6 7,050,000 50.00 ‘ 6.00 7,050,000
Perundang- kantor 18,000,000 4,230,000 7
undangan
Tersedianya
. peralatan dan
Penyediaan 6.0 100.
Bahan/ Material bahan. 12 Bulan 7.410,000 3 5,538,500 | 3 1,871,500 0 7,410,000 50.00 00 6.00 7,410,000
kebersihan
kantor
Terselenggaran
Penyelenggaraan | ya rapat
Rapat Koordinasi | kordinasi dan 6.0 34.3
danKonsultasi | konsultansike | 12 | PYAN | 493474000 | 3 | 241641 3 | yusomm37 | o | 169409791 80.00 | “Tp 6.00 | 169,409,791
SKPD luar daerah dan
dalam daerah
:::ﬁﬁ(j’;:.;n e Persentase
Tersedianya 100 33. 33. 3,366.6 | 31.2 | 33.6
Urusar] Jasa % Persen 436424140 | 67 69,064,608 67,314,731 67 136,379,339 7 5 7 136,379,339
Pemerintahan Penunian
Daerah Jang
Penyediaan Jasa | Tersedianya Lemba 95. 28.1 | 95.0
SuratMenyurat | materaidinas | °°! | r 3370000 | 2 250,000 1 701 200000 | 00 950,000 | 2819 1 g | g 950,000
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10 13=9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Penyediaan Jasa Iersediamya
Komunikasi Komunikes Bul 3 601 100494039 | 5000 | 327 | 600 | 100494039
Sumber Daya Air | Lomunikasl, ulan -\ 306,603,140 54690731 | 0 A%, 50. 8| A%
dan Listrik Sumber Daya

Air dan Listrik
Penyediaan Jasa | Terselenggaran .

. Kegiat 0.0 27.6

Pelayanan Umum | ya Kegiatan an 126,451,000 0 11,924,000 0 34,935,300 0.00 3 0.00 34,935,300
Kantor Pameran

Persentase
Pemeliharaan Pemeliharaan
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah 75. 75. 7,500.0 | 49.8 | 75.0
Penunjang Penunjang Persen | 457,466,910 00 | 122684552 | 0o | 228032336 0| 5| o 22803233
UrusanPemerint | Urusan Daerah
ahan Daerah yang

Dilaksanakan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya

. Terlaksananya

Pemeliharaan dan ) . 1.0 352
Pajak Kendaraan mnﬁﬁlhhaf:;?] unit 81,980,000 1 10.936.773 0 28,909,697 | 100.00 6 1.00 28,909,697
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan




8 9 10 13 =9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp.
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, Terpeliharanya 6.0 48
Eajgk,dan mobllqmas 12 Bulan 252,641.910 3 46,736,460 | 3 58,950,879 0 105,687,339 50.00 3 6.00 105,687,339
erizinan operasional
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Terpeliharnya
Pemeliharaan peralatan kerja 6.0 419
Perqlataqdan dan 12 Bulan 35,820,000 3 9,490,000 | 3 5,528,000 0 15,018,000 50.00 3 6.00 15,018,000
Mesin Lainnya perlengkapan
kantor
Pemeliharaan/
Rehabilitasi .
Gedung Kantor | TerPelinaranya |,y 0 | 31148400 | 1 47268900 | 0| 78417300 | 10000 | %7 | 100|  78417,300
gedung kantor 87,025,000 0 1
dan Bangunan
Lainnya
Persentase
penanganan
rumah yang
terkena
EROSRAM bencana 100 25 25 104
PENGEMBANGA 0 Persen 0 43,355,000 32,946,460 | 76,301,460 25.00 0.25 76,301,460
maupun % 733,417,000 | % % 0
N PERUMAHAN
terkena
relokasi
program
kabupaten
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8 9 10 13 =9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp.
Pendataan
Penyediaan dan
Rehabilitasi ORI
Rumah Korban | (RaBYAIS | q00 | o 835,000 ) 835000 | 000 | 1.37 | 0.00 835,000
Bencana atau korban % 60,867,200 ’ 0 ’ ’ : ’ ’
Relokasi bencana
Program
Kabupaten/Kota
Identifikasi
Perumahan di
Lokasi Rawan Jumlah 0.0
Bencana atau 1 Dok 835000 | 0 ) 835,000 0.00 | 137 | 0.00 835,000
Terkena Relokasi Dokumen 60,867,200 - 0
Program
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan
Persiapan
Penyediaan dan | Jumlah orang
Rehabilitasi yang 100 0 35.0
Rumah Korban mema_haml % Persen 97,323,600 17,210,880 16,873,920 % 34,084,800 0.00 2 0.00 34,084,800
Bencana atau materi
Relokasi sosialisasi
Program
Kabupaten/Kota
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8 9 10 13 =9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
1 2 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Sosialisasi
Standar Teknis Jumlah oran
Penyediaan dan yang 9
Rehabilitasi . 0.0 35.0
Rumah kepada mg{gﬂhaml 100 | Orang 97.323.600 0 17,210,880 | 0 16,873,920 0 34,084,800 0.00 9 0.00 34,084,800
Masyarakat/Sukar sosialisasi
elawan Tanggap
Bencana
Persentase
penanganan
Pembangunan
dan Rehabilitasi | foriar Y29
R an bencana 100 0
g:::)clans? atau maupun % Persen 389,506,700 1,102,500 % 1,102,500 0.00 | 0.28 | 0.00 1,102,500
terkena
S TE relokasi
Kabupaten/Kota
program
kabupaten
Rehabilitasi Jumlah unit
Rumah bagi rumah korban
Korban Bencana | bencana yang . 0.0
direhabilitasi 10 Unit 389,506,700 0 1,102,500 | 0 i 0 1,102,500 0.00 | 0.28 | 0.00 1,102,500
sesuai dengan
rencana aksi
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9 10 13 =9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Penerbitan Izin Relpeise
Pembangunan FETIEE
yang dibangun | 100 211 | 720

dan . 0 Persen 23,104,120 | 72. 72. 39,176,660 | 7,200.0 39,176,660
Pengembangan Zzi:?rll ::ngan % 185,629,500 00 16,072,540 00 0 0 0
Perumahan teknis/SitePlan
Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen
Penerbitan Izin Rekomendasi
Pembangunan siteplan rumah Dokum 47. 256 | 470
dan dan perumahan 50 en 79,323.900 16 12,655,320 | 31 7.665.940 00 20,321,260 | 94.00 9 0 20,321,260
Pengembangan yang disahkan
Perumahan
Terintegrasi
secara Elektronik
Koordinasi dan
Sinkronisasi Jumlah
Pengendalian perumahan
Pembangunan | yang telah 12 | T e | 3| 10448800 [ 3 | g, | OO | 1ssssa00 | so00 | | 600 18,855,400
dan dilakukan e B
Pengembangan pemantauan
Perumahan
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9 10 13 = 9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
PROGRAM i 0
KAWASAN kumuh ,/ Persen | 2,557,004,10 34,544,260 116,857,400 y 151,401,660 0.00 | 592 | 0.00 151,401,660
PERMUKIMAN umuh yang o 0 o
tertangani

Penataan dan
Peningkatan
Kualitas Persentase
Kawasan kawasan 8.01 3537.2 | 1241
Permukiman kumuh yang % Persen 300,000,000 14,065,760 2?;8 22,224,140 Z.g 36,289,900 5 0 2.83 36,289,900
Kumuh dengan tertangani
Luas di Bawah
(sepuluh) Ha
Survei dan
Penetapan Lokasi
Perumahan dan | o o | Dokum 14,065,760 | 0 00\ 31247400 | 000 | ™8| 000 | 31247400
Permukiman okumen en 185,243,000 17,181,640 0 7
Kumuh
Penyusunan
Rencana
Pencegahan dan
Peningkatan
Kualias qomah 1P 00000 00 ) o o| o000 000/ 000 0
Perumahan e
Kumuh dan
Permukiman
Kumuh
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13 = 9+10+11+12

13 =12/7*100

14=7+13

Rp.

K

Rp.

K Rp.

Rp.

Penyadaran
Publik
Pencegahan
Tumbuh dan
berkembangnya
Permukiman
Kumuh

Jumlah orang
yang mengikuti
sosialisasi

200

Orang

44,357,000

5,042,500

17.
00

5,042,500

8.50

17.0

5,042,500

Peningkatan
Kualitas
Kawasan
Permukiman
Kumuh dengan
Luas di Bawah
(sepuluh) Ha

Persentase
kawasan
kumuh yang
tertangani

8.01
%

Persen

2,257,004,10
0

20,478,500 | 25.

49 94,633,260

25.
49

115,111,760

31826. 510

25.4

115,111,760

Penyusunan
Rencana Tapak
(Site Plan) dan
Detail
Engineering
Design (DED)
Peremajaan/Pem
ugaran
Permukiman
Kumuh

Jumlah
dokumen

Dokum
en

247,982,400

20,478,500 | 0 19,785,760

40,264,260

000 | 162

0.00

40,264,260
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10

13 = 9+10+11+12

13 =12/7*100

14=7+13

Rp.

Rp.

Rp.

K Rp.

K Rp.

Rp.

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemugaran/Pere
majaan
Permukiman
Kumuh

Jumlah rapat

Kali

6,621,700

0.00 | 0.00

0.00

Pemberian
Bantuan Uang
Sewa Rumah
Tinggal
Sementara Bagi
Masyarakat yang
Terkena Program
Peremajaan
Permukiman
Kumuh

Tersedianya
hunian
sementara

Unit

87,300,000

13

74,847,500

13.
00

74,847,500

10000 | 887

13.0

74,847,500

Pelaksanaan
pembangunan
Pemugaran/Pere
majaan
Permukiman
Kumuh

Jumlah PSU
yang terfasilitasi
di permukiman
kumuh

PSU

1,915,100,00
0

0.00 | 0.00

0.00




13 = 9+10+11+12

13 =12/7*100

14=7+13

Rp.

Rp. K Rp. K Rp.

K Rp.

Rp.

PROGRAM
PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH

Persentase
peningkatan
kualitas RTLH

0.43
%

Persen

485,501,200

31,872,000 59,208,300 91,080,300

%

000 | 187

0.00

91,080,300

Pencegahan
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Kumuh pada
Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase
peningkatan
kualitas RTLH

0.43
%

Persen

485,501,200

31,872,000 91,080,300

% | 59,208,300 %

0.00 18.7

0.00

91,080,300

Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni
untuk
Pencegahan
terhadap Tumbuh
dan
Berkembangnya
Permukiman
Kumuh diluar
Kawasan
Permukiman
Kumuh dengan
Luas di Bawah
(sepuluh) Ha

Jumlah unit
peningkatan
kualitas rumah
tidak layak huni

Unit

485,501,200

31,872,000 | 0 91,080,300

59,208,300 0

000 | 187

0.00

91,080,300
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9 10 13=9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

PROGRAM
PENINGKATAN :::3;“;;:
gﬁARiﬁ%%’ yang sudah 1,‘/’° Persen | 14,071,441, 288409758 3/5 4,046,518,33 ":,/5 B2 | 500 | B 025 | 7831215025

dilengkapi o 00 o 9 o
UTILITAS UMUM PSU
(PSU)
Urusan Persentase

perumahan
Penyelenggaraa | \.nosudah | 190 | persen | 14,071,414 AR 404651833 | O | T8121592 1 g0 | 5561 940 | 7831215025
nPSU dilengkai % 00 6 9 % 5 5
Perumahan rengkapl

PSU
Penyediaan
Prasarana, .
Sarana, dan JumIa;}h unit "
" . rumah yang . .
Utilitas Umum di A 760 Unit 3,799,999,00 26,283,660 | 0 49,829,400 0.00 | 1.31| 0.00 49,829,400
Perumahan untuk ltgrf?(smtam jalan 0 23,545,740 0
Menunjang ingkungan
Fungsi Hunian
Koordinasi dan
. o Jumlah
Sinkronisasi perumahan
dalam rangka

) yang telah Perum 6.0 121

penyediaan, melaksanakan | © | ahan | 27431600 491200 | 0| oe3000 | 0| 282200 7500 1 T, | 600 3,282,200
o serah terima
Utilitas Umum PSU
Perumahan
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9 10 13 =9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Kerja Sama Jumlah titik
Penyediaan/Peng | penerangan 91
elolaan PSU ja;an yang 250 Titik 10,244,3108 | 0 2:857,962,72 | 91 4,920,141,59 | 6.0 7,778,104,32 366.40 7591 916 7,778,104,325
X 6| 6 5 3 00

Permukiman terbangun dan 00 9 0

terpelihara

Persentase
PROGRAM Dokumen 25 25
PERENCANAAN | Perencanaan 100 ’ ’ 50 229
LINGKUNGAN Lingkungan % persen | 4,542,800 :’/) 22,301,900 :’/) 4,002,200 % 26,304,100 50.00 6 0.50 26,304,100
HIDUP Hidup Yang ’ ’

Tersedia
Rencana
Perlindungan Persentase
dan Pengelolaan | Dokumen 100 0.0
L|_ngkungan P_erencanaan % Persen 114,542,800 0 4,002,200 0 4,002,200 0.00 | 3.49 | 0.00 4,002,200
Hidup Lingkungan
(RPPLH) Hidup
Kabupaten/Kota
Pengendalian Jumia
9 Dokumen/Lapor
Pelaksanaan anlingkungan | 3 | Dok 0| o 00/ 4002200 | 000 349 000 4,002,200
RPPLH . 114,542,800 4,002,200 0 e ’ ’ : e

Hidup yang
Kabupaten/Kota i

ersusun




9 10 13 = 9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN Tingkat 16 17.0
DAN/ATAU Pencemaran 5.4 IP 1,410,855,10 | 25 24,401,900 | 25 | 215,862,400 67. 240,264,300 | 308.64 '3 240,264,300
KERUSAKAN Air 0
LINGKUNGAN
HIDUP
Pencegahan
Pencemaran
dan/atau s | 502 | KA 3 s 15.59 7.83
Kerusakan uafitas Alr
Lingkungan
Hidup
Kabupaten/Kota 1,209,(;165,90 22,301,900 201,485,400 223,787,300 0
Indeks 76.8 0.0
Kualitas Udara | 3 | U 0 0.00 0.00
Koordinasi, Jumlah Pelaku
Sinkronisasi, dan | Usaha yang
Pelaksanaan dilakukan
Pencegahan Pembinaan
Pencemaran sumber 100 Pelaku 1,050,798,00 | 20 | 16,094,900 29 | 198,544,400 49, 214,639,300 49.00 204 1 490 214,639,300
. . . USaha 00 3 0
Lingkungan Hidup | pencemar air, 0
di laksanakan sumber
terhadap media pencemar
tanah, air, udara udara




9 10 13 = 9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
dan laut Jumlah
Perusahaan
yang mengikuti
Sosialisasi Dan
Bimbingan Perusa 0.0
Teknis 50| haan 0 000 0.00
Kewajiban
Pembuatan
Laporan Izin
Lingkungan
Jumlah titik -
pantauairdan | 107 | Ut 2 23 45, 42.06 450
udara pantau 00 0
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
Pengendalian Jumiah
Emmisi dokumen 00
Gas Rumah pengamatan/ 1 Dok 65,000,000 0 0 0 0 0| 0.00| 0.00 0
Kaca, Mitigasi | Pendhitungan
d ' Dampak GRK
an
Adaptasi
Perubahan Iklim
Pengelolaan
; Jumlah
Laboratorium 0.0
Lingkungan Hidup Dokumen.Mutu 1 Dok 93,967,900 0 6,207,000 | 0 2,941,000 0 9,148,000 0.00 | 9.74 | 0.0 9,148,000
Laboratorium
Kabupaten/Kota

39



9 10 13 =9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Penanggulangan | Persentase
Pencemaran Desa Yang
dan/atau Ditanggulangi 100 0.0
Kerusakan Dampak ” Persen | 150,423,200 6.502.000 '0 6,502,000 0.00 | 432 | 0.00 6,502,000
Lingkungan Kerusakan o T
Hidup Lingkunganny
Kabupaten/Kota | a

Jumlah

Dokumen

: Kajian dan

Pemberian ¢ .
Informasi Sistem 1 | Arlias 00 0.00 0.0
Perngeen | L | "
Pencemaran
dan/atau Plemejtaan yang 150,423,200 0 6502000 6,502,000 4.32 6,502,000
Kerusakan dihasilkan
Lingkungan Hidup | Jumlah
pada Masyarakat | Komunitas yang 2 Komun 0.0 0.00 0.00

terbentuk itas 0 ' '

sebagai agen
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Indikator Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat
L . Kinerja dan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan
Kinerja Target Kinerja dan Anggaran . .
Sasa Program / . Anggaran Renja dan Realisasi Anggaran Renstran
No ‘ Program (Outco | Renja Perangkat Daerah Tahun
ran Kegiatan A ; ; ) Perangkat Daerah Anggaran Perangkat Daerah s/d
me)/Kegiatan berjalan yang dievaluasi (2022) dievaluasi Renia PD Tahun 2022 (%
(Output) yang dievaluasi enja ahun (%)
I (2022) Tahun 2022 (%)
9 10 13=9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
1 2 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Persentase
Pemulihan Desa Yang
Pencemaran Dilakukan
dan/atau Pemulikan
100 12. 1,250.0 | 19.6 | 125
K_erusakan Pencemaran % Persen 50,666,000 25 2,100,000 | 25 7,875,000 50 9,975,000 0 9 0 9,975,000
Lingkungan Dan/Atau
Hidup Kerusakan
Kabupaten/ Kota | Lingkugan
Hidup
N Jumlah Desa
Koordinasi, -
Sinkronisasi dan ?{aelstrgr;vs”iay:nh 1 | Desa 2,100,000 | 0 7875000 | 00 0975000 | 000 | 98 | 0.00
Pelaksanaan yang 50,666,000 dade 1 0 o1 ' 9 '
: tertangani
Restorasi .
konservasi
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase
KEANEKARAGA | Lokasi o
MAN Kawasan 1000 persen | 6,584,707,10 35 990,881.245 | 25 1,342,566,04 i 2,333,447,29 | 2,525.0 | 354 | 252 233,447,294
HAYATI(KEHATI) Keanekaragam % 0 % 9 # 4 0 4 5
an Hayati Yang
Ditangani
Persentase
PO Y T Luas Kawasan
Keanekaragama | ¢ oraragam | 190 | persen | 6,584,707,10 990,881,245 | 78. | 1,342,566,04 | 78, | 233344729 | 78333 | 3541 783 | 333 147 904
n Hayati : % 4 3 4 3
an Hayati Yang 0 33 9 33
Kabupaten/Kota . .
Ditangani
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9 10 13 = 9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Pengelolaan
Taman Jumlah Lokasi 10 479
Keanekaragaman | Lahan Taman 1 lokasi 1 810,000 22819500 ’ 23,629,500 | 100.00 ' 1.00 23,629,500

o ! 50,000,000 0 6
Hayati di Luar Kehati
Kawasan Hutan
Pengelolaan Jumlah Lokasi
Ruang terbuka RTH yang 30 lokasi | 6,385,082,50 | 4 933,308,945 | 6 | 1,318,54554 10\ 225185449 33.33 3.2 100 2,251,854,494
o . 00 4 7 0
Hijau (RTH) dipelihara 0 9
Pengelolaan Jumlah Lokasi
Taman Penghijauan di . 20. 420 | 20.0
Keanekaragaman | Perkotaan dan | 20 | °K8S1 | 44997800 | 10| 51298300 1 101 4501000 | oo | 92499300 | 80001 ", 52,499,300
Hayati Lainnya Pedesaan
Pengembangan
Kapasitas
Kelembagaan dan | Jumlah
SDM dalam Kawasan 1| kampu 1 5,464,000 100 5464000 | 10000 | 22) | 1.00 5,464,000

. ng 24,626,800 - 0 9

Pengelolaan Kampung Iklim
Keanekaragaman
Hayati
PROGRAM
PENGENDALIAN | Persentase
BAHAN Pelaku Usaha
BERBAHAYA Yang 25 25 406
DAN Mengimpleme | 50% | persen 53,412,080 | | o 93,529,480 50.00 | 0.25 93,529,480
BERACUN (B3) ntasikan Izin 229,958,400 % | 40,117,400 % 7
DAN LIMBAH TPS Limbah
BAHAN B3
BERBAHAYA
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9 10 13 =9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

DAN
BERACUN
(LIMBAH B3)

Persentase
Penyimpanan Pelaku Usaha
Sementara Yang Memiliki | 50% | Persen | o0 0o 4o 53412080 | 20 | o0 | 2| a3saaag | S0000 | 4081 2501 g3 59480
Limbah B3 Izin TPS mE Y

Limbah B3
Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen Izin
Penyimpanan
Sementara Jumlah pelaku
Limbah B3 usaha yang

X ! pelaku 50 27.0

rai?:ﬁimsa;ls(?er:n irzitra]n_lgsjsukan 30 usaha 30,183,400 7,956,200 194,000 0 8,150,200 16.67 0 5.00 8,150,200
Pelayanan Limbah B3
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara Elektro
Verifikasi
Lapangan untuk
Memastikan Jumlah
Pemenuhan pengawasan

o pelaku 10. 427 | 10.0
ig:ﬁmg?rt:; dan Lz;r; r?:l'?li;us 30 usaha | 199.775,000 45455880 | 6 39,923,400 00 85,379,280 33.33 4 0 85,379,280
Teknis Limbah B3
Penyimpanan
Sementara
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Indikator Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Tingkat
Kineria Taraet Kineria dan Andaaran Kinerja dan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan
Sasa Program / ! 9 ! 99 Anggaran Renja dan Realisasi Anggaran Renstran
No ‘ Program (Outco | Renja Perangkat Daerah Tahun
ran Kegiatan me)/Kegiatan berjalan yang dievaluasi (2022) Perangkat Daerah Anggaran Perangkat Daerah s/d
(Outgut) jalan yang yang dievaluasi Renja PD Tahun 2022 (%)
p I (2022) Tahun 2022 (%)
9 10 13 = 9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
1 2 4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Limbah B3
PROGRAM
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN | |orsentase
TERHADAP IZIN Perusahaan
IB%? :(lejh? S Terhadap 10(/10 persen 234,666,000 3/3 5,766,700 3/3 15,927,800 ?,2 21,694,500 50.0 | 9.24 | 0.50 21,694,500
PERLINDUNGAN E?"ge“'aa“
DAN |.ngkungan
PENGELOLAAN | Hidup
LINGKUNGAN
HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan
Terhadap Usaha | pejaky Usahal
dan/atau Kegiatan yang
e Loy | memilk 149 | Pelaku 66,700 | 1> 151 21604500 | 1128 | 924 | 7| 21,694,500
lzin Lingkungan | pokumen Usaha | 234,666,000 STE8T00 | 79 | 15907,800 | 79 | 218945 2\ 9 9 /834,58
dan Izin PPLH Lingkungan
diterbitkan oleh
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/ Kota
Ezallgﬁilhan Jumlah Pelaku
Usaha/Kegiatan
Ketentuan dan s Pelaku 1.0 17.9
Kewajiban Izin ;E)al)nk%nn:::nm 140 Usaha | 84398700 1 5,766,700 9,390,500 0 15,157,200 0.71 6 1.00 15,157,200
Lingkungan Lingkungan
dan/atau lzin




9 10 13 =9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

PPLH

Jumlah

monitoring dan

evaluasi pelaku
Pengawasan
Usaha dan/atau :ﬁ(aemzzzrr:g
Kegiatan yang sanksi
i, i oL | administasi 30 | Perusa N 564000 | 3667 | 7.01| 110 5,624,000
yangpbiterbitkan dan progres haan 80,272,000 5,624,000 00 e ' ’ 0 e
oleh Pemerintah Iverlﬁka3|
Daerah aplaEgan

pelaksanaan
Kabupaten/Kota penaatan

terhadap

peraturan LH
Koordinasi dan Jumlah Pelaku
Sinkronisasi Usaha yang
Pengawasan dan | pemilik izin perusa 3.0
Penerapan lingkungan dan 30 ’ 913,300 10.00 | 1.30 | 3.00 913,300
Sanski Upaya dan | izin PPLH yang haan 69,995,300 913,300 0
Rencana PPLH dilakukan

pengawasan
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9 10 13=9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
PROGRAM
PENGAKUAN
KEBERADAAN Persentase
MASYARAKAT Masyarakat
HUKUM ADAT Hukum Adat 0
(MHA), Yan 25% | persen 0.00 | 0.00 | 0.00
KEARIFAN Mengelola P 00000 . E
LOKAL DAN Lingkungan
HAK MHA YANG | Hidup
TERKAIT
DENGAN PPLH
St L Persentase
MHA, Kearifan Masyarakat
II;:ﬁ;Iétahuan AT 0.0
o I

Tradisional, dan | Y219 25% | Persen | 54 000,000 0 ey | G ) el

engelola
ALl Lingkungan
yangterkait Hi d?: 9
dengan PPLH P
Koordinasi, Jumlah
Sinkronisasi, koordinasi dan
Penyediaan Data, | sinkronisasi
dan Informasi MHA dan
Pengakuan Kearifan Lokal Keaiat 0.0
Keberadaan MHA | terkait PPLH 1 a% 50 000.000 0 '0 0.00 | 0.00 | 0.00
Kearifan Lokal dan Persentase BN
atau peserta
Pengetahuan sosialisasi/bimt
Tradisional dan ek/seminar
Hak Kearifan yang
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8 9 10 13=9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp.
Lokal atau memahami
Pengetahuan tentang PPLH
Tradisional dan
Hak MHA terkait
dengan PPLH
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
T ::::’T:'t‘a\s':"g 25% | persen 25,700,000 0| sga25000 | 000| 23| 000| 58425000
PENYULUHAN Berwawasan ° | P 213,435,000 o 32,725,000 % e ’ 7 ’ e
LINGKUNGAN | Lingkungan
HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Penyelenggaraa
n Pendidikan
. ’ Persentase
Pelatihan, dan Sekolah Yang
Penyuluhan Menaikuti
Lingkungan Pendidikan 26 26 53333 | 27.3 | 26,6
. , o b b ,333. . d
Hidup untuk Pelatihandan | 207 | PerSeM | 543435000 25700000 | o7 | 3375000 | 67| 5425000 5| w| @ el
emoaga Penyuluhan
Kemasyarakat Lingkungan
Tingkat Daerah Hidu
Kabupaten/ Kota P
Jumlah
Pendampingan pembinaan s
: . kola 28. 273 | 28.0
Gerakan Peduli sekolah peduli 105 € 25,700,000 | 24 58,425,000 26.67 58,425,000
Lingkungan Hidup | dan berbudaya h 213,435,000 32,725,000 00 7 0
lingkungan
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9 10 13 =9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Persentase

Pelayanan

Pengaduan
PROGRAM Pencemaran
PENANGANAN dan Kerusakan 100 0
PENGADUAN Lingkungan o/ persen | g 094 000 2,474,700 y 2,474,700 0.00 | 2.58 | 0.00 2,474,700
LINGKUNGAN dan Kasus o B o
HIDUP Sengketa

Lingkungan

Yang

Terselesaikan

. Persentase
Penyelesaian
Pengaduan | pedSl
I\Bllizsaﬁas;'akat ol dan Kerusakan
. Lingkungan 100 3,000.0 30.0

Perlindungan dan Kasus % Persen 96,094,000 30. 2,474,700 30. 2,474,700 0 2.58 0 2,474,700
dan Pengelolaan 00 00
Lingkungan E;lnilﬁa an
Hidup (PPLH) gkung
Kabupaten/Kota LD et

Lanjuti
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8 9 10 13 =9+10+11+12 13 =12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Jumlah
Pengelolaan pengaduan
pencemaran
Pengaduan
dan kerusakan 3.0
Masyarakat . 10 Kasus 0 2474700 2,474,700 30.00 | 3.78 | 3.00 2,474,700
lingkungan 65,430,000 0
terhadap PPLH hidup dapat
Kabupaten/ Kota tertayani
dengan baik
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerapan
Sanski
Administrasi,
Penyelesaian Jumlah Kasus
Sengketa, P 5 | Kasus 0 30 975000 | 60.00 | 348 | 3.00 975,000
dan/atau NgKung 30,664,000 975,000 0 ' ' : : '
.. hidup dapat
Penyidikan terselesaikan
Lingkungan Hidup
di Luar
Pengadilan atau
melalui
Pengadilan
Persentase
Pengurangan
Sampah
PROGRAM
PENGELOLAAN $:':“aha dan 20‘1)1 persen | 14,007,2693 217584682 3,341,468,61 ,;’ 0.00 | 0.00 | 0.00 #VALUE!
PERSAMPAHAN 99 ° 00 0 °
Sampah
Sejenis
Sampah
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9 10 13 = 9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Rumah
Tangga
Persentase
Pengurangan 74% | Persen 42 42, 5,723.3 43'? 42':
Sampah 35 7
Pengelolaan 2,775,846,84 3,341,468,61 6,117,315,45
s 14,007,269,3 6,117,315,457
ampah Persentase 00 7 0 0 7
SampahYang | 61% | Persen % 0.00 0.00
Ditangani °
Penyusunan
Kebijakan dan ‘é%rﬂlﬂen
Strategi Daerah 0.0 18.4
Pengelolaan ﬁtatus 1 Dok 50,000,000 3,391,000 | O 5,820,000 0 9,211,000 0.00 2 0.00 9,211,000
Sampah Mepuasalr: t
Kabupaten/ Kota asyaraka
Penanganan
Sampah dengan
melakukan
Pemilahan,
Pengumpulan, Jumlah sarana
Pengangkutan, | danprasarana | 85 | unit | 109060388 | 23 | Z0ES | o0 | agreopyy | A | ORI sig6 | 9D 40T 5045 081,360
Pengolahan, dan | yang terpelihara 00 0
Pemrosesan
Akhir Sampah di
TPA/ TPST/ SPA
Kabupaten/ Kota
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9 10 13 = 9+10+11+12 13=12/7*100 14=7+13
4 5
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
Peningkatan Jumlah
Peran Serta Kelompok/Kom
Masyarakat unitas .
dalam masyarakat 30 | omn 3 3 1000 3.00
Pengelolaan dalam 53.5
Persampahan | pengelolaan 185,479,500 63,512,100 35,837,000 99,349,100 6 99,349,100
persampahan
Jumlah 0.0
penilaian 3 kali '0 0.00 0.00
adipura
Penyediaan
Saran dan
Prasarana Jumlah Sarana
Pengelolaan dan Prasarana 3.0 231
Pers?ampahan i Penanganan 2 Paket 2,865g51 00 | 2 179,989,097 | 1 483 484,900 0 663,473,997 | 150.00 5 3.00 663,473,997
TPA/TPST/SPA | Sampah
Kabupaten/ Kota
Rata-rata capaian kinerja (%) 31% 27.06 38.19 27'2
Predikat Kinerja SR SR SR SR
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3.1.

BAB Il
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terapdu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertent. Dengan mengacu kepada misi
yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2022-20226, misi ke 3 yaitu
“Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”, maka program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2022 terdiri dari :

Program utama yang dilaksanakan tahun 2022 meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan
Program ini terdiri dari 4 kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan
bahan  perumusan  kebijakan-kebijakan yang  berkaitan  dengan
penyelenggaraan perumahan, mengkoordinasikan pengawasan dan
monitoring dari kegiatan penyediaan perumahan baik perumahan umum
maupun perumahan swadaya. Pada program ini diarahkan untuk melakukan
koordinasi lintas SKPD yang berkaitan dengan kebijakan perumahan dan
kawasan permukiman. Selain itu juga menyusun dan mensosialisasikan
beberapa kebijakan dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman
kepada stakeholder dan masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kualitas
infrastruktur hunian yang layak bagi masyarakat khususnya masyarakat yang
berpenghasilan rendah dengan memfasilitasi penyediaan perumahan untuk
menempati rumah layak huni serta meningkatkan peran serta dan partisipasi
masyarakat dalam pengembangan, peningkatan kualitas dan pembangunan.
Serta memfasilitasi dan mengkoordinasikan terhadap usulan peningkatan
kualitas perumahan pada masyarakat, memfasilitasi proses permohonan
persetujuan dokumen teknis terkait penyusunan siteplan untuk mendukung

proses perizinan pembangunan perumahan yang cepat, efektif dan efisien.
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2.

5.

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini terdiri dari 1 kegiatan untuk pencegahan perumahan dan
kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota berupa perbaikan
rumah tidak layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya
permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di
bawah 10 (sepuluh) Ha.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini mengampu 1 kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan
meliputi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk
menunjang fungsi hunian, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam
rangka penyediaan PSU perumahan dan melaksanakan verifikasi dan
penyerahan PSU permukiman dari pengembang serta melakukan kerja sama

penyediaan/pengelolaan PSU perumahan.

Program Kawasan Permukiman
Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu pentaan dan peningkatan kualitas
kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan
melakukan survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman yang
kumuh, menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
dan kawasan kumuh serta penyadaran pubik terkait dengan pencegahan
tumbuh dan berkembagnya permukiman kumuh. kegiatan lain yang dilakukan
terkait peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas
dibawah 10 (sepuluh) Ha adalah menyusun site plan dan Detail Engineering
Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh, melakukan
koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan
pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dan pemberian bantuan uang
sewa rumah tingggal sementara bagi masyarakat yang terkena program

peremajaan permukiman kumuh.

Program  Pengendalian  Pencemaran dan/atau  Kerusakan
Lingkungan Hidup
Program ini memiliki 3 kegiatan untuk pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota dengan melakukan koordinasi,
sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang
dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut. Selain itu juga

melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas
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rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan
laboratorium lingkungan hidup. Kegiatan lain untuk penanggulangan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan
informasi peringatan pencemaran kerusakan lingkungan pada masyarakat
serta pemulihan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup dengan

melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi.

6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Program ini terdiri dari 1 kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan
pengelolaan taman diluar kawasan hutan, pengelolaan ruang terbuka hijau dan
taman lainnya serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam

pengelolaan keanekaragaman hayati.

7. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dengan melakukan pengendalian pelaksanaan RPPLH
kabupaten dan menyelenggarakan kajian lingkungan hidp strategis meliputi
pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang serta pembuatan dan
pelaksanaan KLHS sesuai RPJPD/RPJMD.

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini mengampu 1 kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah

kabupaten/kota dengan mendampingi gerakan peduli lingkungan hidup.

9. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha),
Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
Program ini memiliki 1 kegiatan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan
tradisional, dan hak mha yang terkait dengan PPLH dengan melakukan
koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan
keberadaan MHA kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.
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10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini terdiri 1 kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) kabupaten/kota dengan
melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi,
penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar
pengadilan atau melalui pengadilan serta pengelolaan pengaduan masyarakat

terhadap pplh kabupaten/kota.

11. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap lzin Lingkungan
Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melakukan fasilitasi pemenuhan
ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengembangan
kapasitas pejabat pengawas, dan melakukan pengawasan usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan

penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.

12. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini terdiri dari 1 Kkegiatan pengelolaan sampah yang meliputi
penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota,
pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan
pemanfaatan kembali, penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di
TPA/TPST/SPA kabupaten/kota, peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota. serta penanganan sampah
dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan,
pemrosesan akhir sampah dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota yang dilaksanakan di UPT

Persampahan.
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13. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu penyimpanan sementara limbah b3

dengan melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara

limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik dan melakukan verifikasi lapangan untuk

memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan

sementara limbah B3.

Sedangkan Program rutin/penunjang lainnya yang dilaksanakan tahun 2022 ini

antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1
Kegiatan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 kegiatan

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Kegiatan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Kegiatan

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3 Kegiatan

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4 Kegiatan

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta Rumusan Rencana
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Banjar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 3.1
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Banjar Tahun 2022

Persentase penanganan

Persentase penanganan

PROGRAM rumah yang terkena rumah yang terkena 100 100
PENGEMBANGAN bencan:a maupun terkena bencan? maupun terkena Persen Persen 733,417,000.00 733,417,000.00
PERUMAHAN relokasi program relokasi program
kabupaten kabupaten
Pendataan Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah | Persentase rumah yang Persentase rumah yang 100 100
Korban _Bencana atau terdata akibat korban terdata akibat korban Persen Persen 60,867,200.00 60,867,200.00
Relokasi Program bencana bencana
Kabupaten/ Kota
\dentifikasi Perumahan di Jumiah Dokumen Data
. Rumah di Lokasi Rawan
Lokasi Rawan Bencana Jumlah Dokumen Bencana dan Lokasi yan ! !
atau Terkena Relokasi . yang Dokumen | Dokumen 60,867,200.00 60,867,200.00
Berpotensi Terkena Relokasi
Program Kabupaten/ Kota
Program Kabupaten/Kota
Sosialiasasi dan
Persiapan Penyediaan Jumlah orana van Persentase orang yang
dan Rehabilitasi Rumah memahami n?a)t’erig memahami materi yang 100 100
Korban Bencana atau disampaikan setelah Persen Persen 97,323,600.00 97,323,600.00

Relokasi Program
Kabupaten/Kota

sosialisasi

mengikuti sosialisasi
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Sosialisasi Standar Teknis
Penyediaan dan

Jumlah Orang/Sukarelawan
yang Mengikuti Sosialisasi

Rehabilitasi Rumah Jumlah orang yang Standar Teknis Penyediaan 100 100
kepada Masyarakat/ mengikuti materi sosialisasi dan Rehabilitasi Rumah Orang Orang 97,323,600.00 97,323,600.00
Sukarelawan Tanggap Korban Bencana
Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Persentase penanganan Persentase unit rumah
Rehabilitasi Rumah rumah yang terkena korban bencana yang 100 100
Korban Bencana atau | bencana maupun terkena | gehaptasi sesuai Persen | Persen | 389,596700.00 | 389,596,700.00
elokasi Program relokasi program dengan rencana aksi
Kabupaten/Kota kabupaten
Rehabilitasi Rumah bagi Jumlah unit rumgh korpan ' Jumlah Rumah Korban . .
Korban Bencana bencapa yang dlrehabllltaS|_ Bencana Kabgpatgn/Kota 10 Unit 10 Unit 389 596.700.00 389 596.700.00
sesuai dengan rencana aksi | yang Terehabilitasi e e
Penerbitan Izin Persentase Perumahan E::ﬁ::‘zs:ngzzf:e" 2l
Pembangunan dan yang dibangun sesuai Pengembangan 100 100
Pengembangan dengan dokumen Perumahan Yang Persen Persen 185,629,500.00 185,629,500.00
Perumahan teknis/SitePlan Diterbitkan
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Pemenuhan Kesepakatan dengan
Komitmen Penerbitan Izin Rekomendasi siteplan Pengembang/Pelaku
Pembangunan dan rumah dan perumahan yang Pembangunan Rumah untuk 50 50
Pengembangan Penerbitan izin Dokumen | Dokumen 79,323,900.00 79,323,900.00

Perumahan Terintegrasi
secara Elektronik

disahkan

Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan
Terintegrasi Secara
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Elektronik

Koordinasi dan

Jumlah Laporan Hasil

Sinkronisasi Pengendalian Koordinasi dan Sinkronisasi 12
Pembangunan dan Jumlah perumanan yang Pengendalian Pembangunan | Perumah !
telah dilakukan pemantauan Laporan 106,305,600.00 106,305,600.00
Pengembangan dan Pengembangan an
Perumahan Perumahan
PROGRAM KAWASAN Persentase kawasan Persentase kawasan 8.01 Persen
PERMUKIMAN kumuh yang tertangani kumuh yang tertangani Persen 2,557,004,100.00 | 2,557,004,100.00
Penataan dan
awasan Pominr :ﬁﬁﬁﬂtaiﬁ k?:”.f:r? i ;:'rgiz’?:::{rﬁ?‘l:;?g::“a' Pg}gln 3Desa | 300000,00000 | 300,000,000.00
Kumuh dengan Luas di yang 9 pola penanganan U U
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
. Jumlah Hasil Survei dan

Survei dan Penetapan .
Lokasi Perumahan dan Jumlah dokumen Penetapan Lokasi 2 !

. Perumahan dan Dokumen | Dokumen 185,243,000.00 185,243,000.00
Permukiman Kumuh X

Permukiman Kumuh

Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana
Pencegahan dan Pencegahan dan 1 1
Peningkatan Kualitas Jumlah dokumen Peningkatan Kualitas Dokumen | Dokumen 70,400,000.00 70,400,000.00

Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
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Penyadaran Publik

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Penyadaran

Pencegahan Tumbuh dan | Jumlah orang yang Publik 200 5
Berkembangnya mengikuti sosialisasi Pencegahan Tumbuh dan Orang Laporan 44,357,000.00 44,357,000.00
Permukiman Kumuh Berkembangnya
Permukiman Kumuh
Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Persentase kawasan J:r;:h;:zzai:f(;as)truktur 8.01 27.56 Ha
Kumuh dengan Luas di kumuh yang tertangani anasgn kumuh Persen : 2,257,004,100.00 2,257,004,100.00
bawah 10 (Sepuluh) Ha
Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Tapak (Site
Tapak (siteplan) dan Detail Plan ) dan Detail 2 9
Engineering Design (DED) | Jumlah dokumen Engineering Design (DED)
Peremajaan/Pemugaran Peremajaan/Pemugaran Dokumen | Dokumen 247,982,400.00 247,982,400.00
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
I Jumlah Laporan Hasil
K_oordln:aS| Qan . Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi Pengendalian .
Penyelenggaraan Jumlah rapat Pengendalian 5 Kali 5
Pemuaaran/ Peremaiaan Penyelenggaraan Laporan 6,621,700.00 6,621,700.00
9 J Pemugaran/Peremajaan

Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh
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Pemberian Bantuan Uang
Sewa Rumah Tinggal
Sementara bagi

Jumlah Laporan Data
Masyarakat Penerima

Masvarakat Bagi Tersedianya hunian Bantuan Uang Sewa Rumah 13 Unit 10

masyarakat ar? Terkena sementara Tinggal Sementara bagi Laporan 87,300,000.00 87,300,000.00
Y yang Masyarakat yang Terkena

Program Peremajaan Proaram

Permukiman Kumuh g

Pelaksanaan Jumlah PSU yang Luas Permukiman Kumuh

Pembangunan terfasilitasi di permukiman yang 2PSU 2Ha

Pemugaran/ Peremajaan . . . 1,915,100,000.00 1,915,100,000.00

. kumuh Diremajakan/Dipugar

Permukiman Kumuh

ROCREN Persentase pencegahan

PERUMAHAN DAN Persentase peningkatan | oo " "% £>0 ';an ngasan 0.43 22.62

KAWASAN kualitas RTLH Permukiman Kumuh Persen Persen 485,501,200.00 485,501,200.00

PERMUKIMAN KUMUH

Pencegahan Perumahan

Parmukinan umun T e st s oy | marw | ez | smmomm

pada Daerah dengan rencana aksi T T

kabupaten/Kota

Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak Layak

Layak Huni untuk Huni untuk Pencegahan

Pencegahan terhadap Terhadap Tumbuh dan

Tumbuh dan Jumlah unit peningkatan Berkembangnya

Berkembangnya kualitas rumah tidak layak Permukiman Kumuh di Luar 14 Unit 14 Unit

Permukiman Kumuh diluar
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luasan di
Bawah 10 (Sepuluh) ha

huni

Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
yang Diperbaiki

485,501,200.00

485,501,200.00
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Rp. Rp.
PROGRAM
PENINGKATAN Persentase perumahan Persentase perumahan 100 20.96
PRASARANA, SARANA | yang sudah dilengkapi yang sudah dilengkapi ) 19,060,213,758.0
DAN UTILITAS UMUM PSU PSU Persen Persen 14,071,441,400.00 0 4,988,772,358.00
(PSU)
Urusan Persentase perumahan Persentase Perumahan 100 100
Penyelenggaraan PSU yang sudah dilengkapi yang mendapatkan Persen Persen 14.071.441.400.00 19,060,213,758.0 4.988.772.358.00
Perumahan PSU peningkatan kualitas PSU T 0 T
. Jumlah Lokasi Perumahan
Penyediaan Prasarana, o
" . yang Disediakan 18
Sarana, dan Utilitas Umum | Jumlah unit rumah yang Prasarana. Sarana dan 760 Unit | Perumah
di Perumahan untuk terfasilitasi jalan lingkungan " ' ' 3,799,999,000.00 3,799,999,000.00
X X . Utilitas Umum yang an
Menunjang Fungsi Hunian . A
Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Jumlah La.poran Hasil L
. o Koordinasi dan Sinkronisasi
Sinkronisasi dalam rangka | Jumlah perumahan yang dalam rangka Penyediaan 8 1
Penyediaan Prasarana, | telah melaksanakan serah | o) oo Sarana. dan Perumah |\ ooran | 27,131,600.00 27,131,600.00
Sarana, dan Utilitas Umum | terima PSU . an
Utilitas Umum
Perumahan P
erumahan
. . Jumlah titik penerangan Jumlah Dokumen Kerja
o pay | jolan yang erbangun dan | Sama 250 15 15,233,083,158.0
geo terpelihara (renstra Penyediaan/Pengelolaan Dokumen | 10,244,310,800.00 A 4,988,772,358.00
Permukiman 0
dokumen) PSU Perumahan
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PROGRAM Persentase Dokumen Persentase Dokumen 100 100
PERENCANAAN Perencanaan Lingkungan Perencanaan Lingkungan
LINGKUNGAN HIDUP | Hidup Yang Tersedia Hidup Yang Tersedia e I N et L
Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Persentase Dokumen Persentase Dokumen 100 100
Lingkungan Hidup Perencanaan Lingkungan Perencanaan Lingkungan Persen Persen 114.542.800.00 314.551.334.00 200.008.534.00
(RPPLH) Kabupaten/ Hidup Hidup e TR T
Kota
Pengendalian Jumlah Dokumen/Laporan Jum.I.a h Dokumen Telaahan
Pelaksanaan RPPLH Lingkungan Hidup yang Kebjjakan yang Telah 8 2

Mengakomodir RPPLH Dokumen | Dokumen 114,542,800.00 314,551,334.00 200,008,534.00
Kabupaten/ Kota tersusun

Kabupaten/Kota
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN Tingkat Pencemaran Air Tingkat Pencemaran Air 541P 541P
DAN/ATAU KERUSAKAN 1,410,855,100.00 2,726,399,566.00 1,315,544,466.00
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan
Pencemaran dan/atau |\ o1 ¢ kalitas Air Indeks Kualitas Air 5021KA | 50.2 KA 2,525,318,900.00 | 1,315,553,000.00

Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/ Kota

1,209,765,900.00
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. . 76.83 76.83

Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara IKU KU
Koordinasi, Sinkronisasi,
dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Uji
Pencegahan Pencemaran nglah Pelaku Qsaha Yang | yyalitas Lingkungan Hidup 100
Lingkungan Hidup di cimbor ponamar ot Dilaksanakan Terhadap Pelku | ot | 405070800000 | 236635100000 | 131555300000
laksanakan terhadap P ’ Media Tanah, Air, Udara, Usaha R EEEE LR T

. . sumber pencemar udara

media tanah, air, udara dan Laut
dan laut

Jumlah Perusahaan yang

mengikuti Sosialisasi Dan 50

Bimbingan Teknis Kewajiban Perusaha

Pembuatan Laporan lzin an

Lingkungan

Jumlah titik pantau air dan 107 Titik

udara Pantau
Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dqkumen Hasil

Koordinasi dan
dan Pelaksanaan Jumlah dokumen . S L
Pengendalian Emisi Gas pengamatan / penghitungan Sinkronisasi Inventarisasi ! !
GRK dari sektor Dokumen | Dokumen 65,000,000.00 65,000,000.00

Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim

Dampak GRK

lingkungan hidup yang
Dilaksanakan
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Pengelolaan Laboratorium

Jumlah Pengambilan Contoh
Uji, Penguijian

. . Jumlah Dokumen Mutu . 1 25
Lingkungan Hidup Laboratorium Parameter Kualitas Dokumen | Dokumen |  93,967,900.00 93,067,900.00
Kabupaten/ Kota Lingkungan dan Dokumen
Mutu yang Dilaksanakan
Penanggulangan
K_erusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungannya | Kerusakan Lingkungannya Persen Persen 150,423,200.00 150,414,000.00 (9,200.00)
Hidup Kabupaten/ Kota
Jumlah Laporan Sosialisasi
Pemberian Informasi Jumlah Dokumen Kaiian dan Informasi Peringatan
Peringatan Pencemaran : na Pencemaran dan/atau
dan/atau Kerusakan Sistem Informasi Kerusakan Lingkungan 1 Aplikasi 2
. ) Inventarisasi Pemetaan yang ; . Laporan 150,423,200.00 150,414,000.00 (9,200.00)
Lingkungan Hidup pada dinasilkan Hidup pada Masyarakat di
Masyarakat Kabupaten/Kota yang
Dilaksanakan
Jumlah Komunitas yan 2
S yang Komunita
terbentuk sebagai agen s
Pemulihan Pencemaran Persentase Desa Yang Persentase Desa Yang
dan/atau Kerusakan Dilakukan Pemulikan Dilakukan Pemulihan 100 100
Lingkungan Hidup GO UET L T R Persen | Persen | 50,666,00000 | 50,666,666.00 666.00
Kerusakan Lingkugan Kerusakan Lingkugan
Kabupaten/ Kota

Hidup

Hidup
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Rp. Rp.
Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Desa dalam wilayah | Jumlah Dokumen Hasil 1
dan Pelaksanaan Restorasi yang tertangani Koordinasi, Sinkronisasi 1 Desa
. ! ' . Dokumen 50,666,000.00 50,666,666.00 666.00
Restorasi konservasi dan Pelaksanaan Restorasi
RRCCE o4 Persentase Lokasi Persentase Lokasi
e el ] Kawasan Keanekaragaman | Kawasan Keanekaragaman e L
KEANEKARAGAMAN . . ) . . . Persen Persen 6,584,707,100.00 6,634,707,100.00 50,000,000.00
HAYATI (KEHATI) Hayati Yang Ditangani Hayati Yang Ditangani
Pengelolaan Persentase Luas Kawasan | Persentase Luas Kawasan
. . . 0
Keanekaragaman Hayati Keanek.aragam'an Hayati Keanek_aragam_an Hayati 100% Persen 6,584,707,100.00 6,634,707,100.00 50,000,000.00
Kabupaten/ Kota Yang Ditangani Yang Ditangani
Luas Taman Kehati Di Luar
Pengelolaan Taman . Kawasan Hutan yang
. Jumlah Lokasi Lahan Taman ) . .
Keanekaragaman Hayati Kehati Dikelola Lingkup 1 Lokasi 3.7Ha 50,000,000.00 50,000,000.00
di Luar Kawasan Hutan Kewenangan
Kabupaten/Kota
. Luas RTH yang Dikelola
Pengelolaan Ruang Jumlah Lokasi RTH yang . .
terbuka Hijau (RTH) dipelihara Lingkup Kewenangan S0Lokasi | 664Ha | 60508950000 | 643509650000 | 5001400000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Taman Luas Taman KEHATI
Keagekara aman Havati Jumlah Lokasi Penghijauan Lainnya yang Dikelola 25 Lokasi 25 Ha
g y di Perkotaan dan Pedesaan | Lingkup Kewenangan ' 124,997,800.00 124,997,800.00

Lainnya

Kabupaten/Kota
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Pengembangan Kapasitas Jumlah Orang yang
Kelembagaan dan SDM Jumlah Kawasan Kampung Meningkat Kapasitasnya 1 10 Oran
dalam Pengelolaan Iklim dalam Pengelolaan Kampung g 24,626,800.00 24,612,800.00 (14,000.00)
Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati
PROGRAM
PENGENDALIAN BAHAN Persentase pelaku usaha
BERBAHAYA DAN 52;2"“““ PelakuUsaha | o memiliki izin TPS 5 100
1S A Mengimplementasikan kzin | Limbah B3 dari jumlah Persen | Persen | 22905840000 | 229,958,400.00 .
LIMBAH BAHAN TPS Limbah B3 pengajuan izin yang
BERBAHAYA DAN terregistrasi
BERACUN (LIMBAH B3)
Penyimpanan Sementara Persentase Pelaku Usaha Persentase Pelaku Usaha 50 50

. Yang Memiliki Izin TPS Yang Memiliki Izin TPS
Limbah B3 Limbah B3 Limbah B3 Persen Persen 229,958,400.00 229,958,400.00 -
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Fasilitasi
Komitmen Izin Persetujuan/Izin
Penyimpanan Sementara Penyimpanan sementara
Limbah B3 Dilaksanakan #J;‘;‘"a:lﬁf;kl‘;”‘]‘s.ragg Yah9 | | imbah B3 yang Pjgku 1
melalui Sistem Pelayanan 1enga Dilaksanakan Melalui Sistem Dokumen 30,183,400.00 30,183,400.00

o Limbah B3 - Usaha

Perizinan Berusaha Pelayanan Perizinan
Terintegrasi secara Berusaha Terintegrasi
Elektronik Secara Elektronik
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Verifikasi Lapangan untuk

Jumlah Laporan Kegiatan
Verifikasi Lapangan

Memastikan Pemenuhan Jumlah pengawasan izin Pemenuhan Komitmen 30 1
Persyarat.an Admlnlstra5| pelaku usaha TPS Limbah PersgtUJuan/Izm Pelaku Laporan 199.775,000.00 199.775.000.00
dan Teknis Penyimpanan | B3 Penyimpanan sementara Usaha
Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah
B3
PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN Persentase Ketaatan Persentase Ketaatan
LINGKUNGAN DAN IZIN | Perusahaan Terhadap Perusahaan Terhadap 100 100
PERLINDUNGAN DAN Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Persen Persen 234,666,000.00 234,666,000.00
PENGELOLAAN Hidup Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)
Pembinaan dan
Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan | Pelaku Usaha/ Kegiatan 140
yang izin Lingkungan yang memiliki Dokumen Persentase Hasil Temuan Pelak 100
dan Izin PPLH Lingkungan Yang Ditindak Lanjuti Ue a1 persen | 234,666,000.00 | 234,666,000.00
o saha
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota
Jumlah Rekomendasi
Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Pelaku dan/atau Persetujuan 140
Ketentuan dan Kewajiban | Usaha/Kegiatan yang Teknis, Persetujuan Pelaku 15
zin Lingkungan dan/atau memiliki Dokumen Lingkungan, dan Surat U Dokumen 84,398,700.00 84,398,700.00
) . : saha
Izin PPLH Lingkungan Kelayakan Operasi yang

Diberikan
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Pengawasan Usaha
dan/atau Kegiatan yang

Jumlah monitoring dan
evaluasi pelaku usaha yang
dikenakan sanksi

Jumlah Laporan Dari Usaha
dan/atau Kegiatan yang
Diawasi Izin Lingkungan,

30

Izin Lingkungan Hidup, administrasi dan progres Persetujuan Lingkungan Perusaha 30
lcig]hpli Lnﬁ'eﬁi?ghdg:;brgﬁan verifikasi lapangan Surat Kelayakan Operasi an Laporan 80,272,000.00 80,272,000.00
Kabubaten/ Kota pelaksanaan penaatan oleh Pemerintah Daerah
P terhadap peraturan LH Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Pengawasan Jumllgh .P.e quu Usaha yang Koordinasi dan 30
dan Penerapan Sanski pemilk izin lingkungan dan Sinkronisasi Pengawasan Perusaha 30
izin PPLH yang dilakukan ; Dokumen 69,995,300.00 69,995,300.00
Upaya dan Rencana enqawasan dan Penerapan Sanksi an
PPLH peng Upaya dan Rencana PPLHD
PROGRAM PENGAKUAN
;EAinl:ARRAKﬁ# HUKUM Persentase Masyarakat Persentase Masyarakat
ADAT (MHA), KEARIFAN Hukum Adat Yang Hukum Adat Yang 25 25
LOKAL DAN ’H AK MHA Mengelola Lingkungan Mengelola Lingkungan Persen Persen 50,000,000.00 50,000,000.00
YANG TERKAIT 1ICIT tiup
DENGAN PPLH
Pengakuan MHA,
Kearifan Lokal, Persentase Masyarakat Persentase Masyarakat
Pengetahuan Hukum Adat Yang Hukum Adat Yang 25 25
Tradisional, dan Hak Mengelola Lingkungan Mengelola Lingkungan Persen Persen 50,000,000.00 50,000,000.00
MHA yangterkait dengan | Hidup Hidup
PPLH
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Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data, dan
Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan
Lokal atau Pengetahuan

Jumlah koordinasi dan
sinkronisasi MHA dan
Kearifan Lokal terkait PPLH
dan Persentase peserta

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data dan
Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA Kearifan

1

1

Trad[sional dan Hak sosialisasi/bimtek/seminar Lokall gtau Pengetahuan . Kegiatan | Dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00
Kearifan Lokal atau ana memahami tentan Tradisional dan Hak Kearifan
Pengetahuan Tradisional SI;PI_gH 9 Lokal atau Pengetahuan
dan Hak MHA terkait Tradisional dan Hak MHA
dengan PPLH terkait dengan PPLH
PROGRAM
PENINGKATAN
EE"I.JAD'II'IIJIEIﬁNf) AN Persentase Sekolah Yang Persentase Sekolah Yang 25 25
PENYULUHAN Berwawasan Lingkungan Berwawasan Lingkungan Persen Persen 213,435,000.00 213,435,000.00
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan
:::ﬁ::‘kal:::j:::?tlhan, Persentase Sekolah Yang Persentase Sekolah Yang
Lin kunyan Hidup untuk Mengikuti Pendidikan, Mengikuti Pendidikan, 50 50

gkung P Pelatihan dan Penyuluhan | Pelatihan dan Penyuluhan Persen Persen 213,435,000.00 213,435,000.00
LEITIEE T O Lingkungan Hidu Lingkungan Hidu
Tingkat Daerah gkung P gkung P
Kabupaten/ Kota

. Jumlah Pendampingan

Pendampingan Gerakan Ji?&ﬁhdgﬁrgzng s:kolah Pembinaan Gerakan Peduli 105 1
Peduli Lingkugan Hidup p y dan Berbudaya Lingkungan Sekolah | Dokumen 213,435,000.00 213,435,000.00

lingkungan

Hidup yang Dilaksanakan
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Persentase Pelayanan

Persentase Pelayanan

PROGRAM Pengaduan Pencemaran Pengaduan Pencemaran
PENANGANAN dan Kerusakan dan Kerusakan 100 100
PENGADUAN Lingkungan dan Kasus Lingkungan dan Kasus Persen Persen 96,094,000.00 96,094,000.00
LINGKUNGAN HIDUP Sengketa Lingkungan Sengketa Lingkungan
Yang Terselesaikan Yang Terselesaikan
Penyelesaian Persentase Pengaduan Persentase Pengaduan
Pengaduan Masyarakat Pencemaran dan Pencemaran dan
di Bidang Perlindungan Kerusakan Lingkungan Kerusakan Lingkungan 100 100
dan Pengelolaan dan Kasus Sengketa dan Kasus Sengketa Persen Persen 96,094,000.00 96,094,000.00
Lingkungan Hidup Lingkungan Yang Ditindak | Lingkungan Yang Ditindak
(PPLH) Kabupaten/ Kota | Lanjuti Lanjuti
A Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan L
Sinkronisasi Penerapan Koordinasi dan
) s - Sinkronisasi Penerapan
Sanski Administrasi, . . -
. Jumlah Kasus sengketa Sanksi Administrasi,
Penyelesaian Sengketa, lingkungan hidup dapat Penyelesaian Sengketa 5 10
dan/atau Penyidikan ’ Dokumen 30,664,000.00 30,664,000.00

Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau melalui
Pengadilan

terselesaikan

dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau Melalui
Pengadilan
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Pengelolaan Pengaduan

Jumlah pengaduan

Jumlah Pengaduan

Masvarakat terhada pencemaran dan kerusakan | Masyarakat Terhadap PPLH 10 5
y P lingkungan hidup dapat Kabupaten/Kota yang Dokumen 65,430,000.00 65,430,000.00
PPLH Kabupaten/ Kota . . o e .
terlayani dengan baik Ditindaklanjuti/Ditangani
PROGRAM Persentase Pengurangan Persentase Pengurangan
PENGELOLAAN Sampah Rumah Tangga Sampah Rumah Tangga 2410 26 15.551.309.300.0
dan Sampah Sejenis dan Sampah Sejenis Persen Persen 14,007,269,300.00 TS 1,544,040,000.00
PERSAMPAHAN 0
Sampah Rumah Tangga Sampah Rumah Tangga
Persentase Pengurangan Persentase Pengurangan 74 24.10
Sampah Sampah Persen Persen
15,551,309,300.0
D 26 T S A Persentase Sampah Yang Persentase Sampah Yang 61 61.00 14,007,269,300.00 0 D
Ditangani Ditangani Persen Persen
Penyusunan Kebijakan Jumlah Dok_umen Kebijakan
dan Strategi Daerah Jumlah Dokumen Status (Fj’?ez sélrglt:agr: %:?T';agh 1 1
Pengelolaan Sampah Kepuasan Masyarakat 9 P Dokumen | Dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00

Kabupaten/ Kota

Kabupaten/Kota yang
Disusun dan Ditetapkan
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Penanganan Sampah
dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan,

Jumlah Sampah yang
Dipilah, Dikumpulkan,

Pengangkutan, Jumlah sarana dan . . . . 65700
. Diangkut, Diolah, Diproses 85 Unit 12,163,881,300.0
E(eenmgrg?:sa;n, i‘ak?]ir prasarana yang terpelihara Akhir di TPATTPST/SPA Ton 10,906,038,800.00 0 1,257,842,500.00
Sampah di TPA/ TPST/ Kabupaten/Kota
SPA Kabupaten/ Kota
Jumlah Masyarakat,
Peningkatan Peran Serta Jumlah Kelompok Masyarakat atau 30 4
Masyarakat dalam Kelompok/Komunitas Para Pihak Lainnya yang Komunita | Kelomoo
Pengelolaan masyarakat dalam Terlibat Aktif dalam Kegiatan s k P 185,479,500.00 185,479,500.00
Persampahan pengelolaan persampahan Pengelolaan Sampah
Berbasis Masyarakat
Jumlah penilaian adipura 3 Kali
Prasarana Pengelolaan Jumlah Sarana dan Sampah untuk Keg iatan
Persampahan di Prasarana Penanganan P FI) han. P 9 | 2 Paket 12 Unit 2 865.751.000.00 3.151.948.500.00 286197 50000
TPA/TPST/ SPA Sampah emrianan, Fengumpuan, 009,91,0L0. 191,940,900, 191,900,
Kabubaten/ Kota Pengangkutan, Pengolahan,
P dan Pemrosesan Akhir
L Persentase pengurangan
PENGELOLAAN 24% persen
PERSAMPAHAN sampah 3,099,995,000.00 | 4,123,995,000.00 1,024,000,000.00
R B L persentase timbulan
ey i o
dan AirLimbah -BLUD | o oo vang tertangani 24% | persen | 309999500000 | 4112399500000 | 1,024,000,000.00

Intan Hijau
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Pengurangan Sampah
dengan melakukan

Jumlah Laporan Hasil
Pengurangan Sampah

Pembatasan, Pendauran Produk yang dihasilkan dengan Melakukan 10 !
' Pembatasan, Pendauran Produk Laporan 200,000,000.00 200,000,000.00
Ulang dan Pemanfaatan Ulana dan P faata
Kembali ang dan Pemanfaatan
Kembali
Penanganan Sampah
dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Jumlah Sampah yang
Ezzgzlr;%l;ugagan J?anéfrgﬁg ra:r? dtae? elihara B:grl‘ag:h‘[’)l'g?‘;?;':lgg’r°ses 8 Unit GsTgr? ’ 2,899,995000.00 | 3,923,995000.00 | 1,024,000,000.00
Pemrosesan Akhir P yang terp Akhir di TPA/TPST/SPA 099,990,050, 193,999,000, 02, H00, 200,
Sampah di Kabupaten/Kota
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN . Persentase Terpenuhinya
Terpenuhinya layanan . 100 100
PEMERINTAHAN . . Penunjang Urusan 13,800,415,130.0
DAERAH administrasi perkantoran Pemerintah Daerah Persen Persen 13,800,415,130.00 0 -
KABUPATEN/KOTA
Persentase
Perencanaan Terselenggaranya e (B I
Penganggara,n dan Perencanaan LIELULEN ED LA,
Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Pengangggran_dan 1 1Y
P Evaluasi Kinerja Perangkat | Persen Persen 31,053,732.00 31,053,732.00 -
Perangkat Evaluasi Kinerja Daerah Tepat Waktu Tepat
Daerah Perangkat Daerah Yang P P

Dilaksanakan

Mutu
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Rp.

Rp.

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Peranakat Jumlah Dokumen yang Jumlah Dokumen 20 25

Daerah 9 disusun Perencanaan Perangkat Dokumen | Dokumen 31,053,732.00 31,053,732.00
PersentaseTersusunya

- . Dokumen Pelaporan dan
- . Persentase Administrasi - .
Administrasi Keuangan Keuangan Perangkat Pengadministrasian 100 100 12,235,659,748.0
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Persen Persen 12,235,659,748.00
Daerah yang Terlaksana 0

Daerah Tepat Waktu Tepat
Mutu

Penyedia Gaji dan Terbayamya Gajih dan Venet ool 13Bulan | 93 Oran 10,255,183 548.0

Tunjangan ASN Tunjangan ASN . ) g 10,255,183,548.00 T
Tunjangan ASN 0

Penyedaan adminstasi | ot ER0 BRI | o e Adminstssi | 138uan | 1

Pelaksanaan Tugas ASN perkantoran Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 1,954,240,000.00 1,954,240,000.00
Jumlah Laporan Keuangan

Koordinasi dan Akhir Tahun SKPD dan

Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen Keuangan | Laporan Hasil Koordinasi 1 1

Keuangan Akhir Tahun yang disusun Penyusunan Laporan Dokumen | Laporan 13,753,400.00 13,753,400.00

SKPD Keuangan Akhir Tahun
SKPD

75




Koordinasi dan

Tersusunnya laporan

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan

Penyusunan Laporan keuangan Laporan Koordinasi 18 16
KeuanganBulanan/Triwula | bulanan/triwulanan/semester | Penyusunan Laporan Laporan | Laporan 7,076,600.00 7,076,600.00
nan/Semesteran SKPD an Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD
oot | oo g | SO | 13 o
nal 9 yang disusun nal 9 Dokumen | Dokumen 5,406,200.00 5,406,200.00
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
] Perssentase Pegawai yang | Persentase Pegawai yang 100
H 0,
Kepegawaian Perangkat | mengikuti Bimtek mengikuti BIMTEK 100% | persen | 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00
- . Jumlah Orang yang
ﬁ:mlbe' rr;%ir:azfllggfaturan Jumlah pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis 1 2 Oran
P mengikuti BimTek Implementasi Peraturan 9 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00
Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
Administrasi Umum Persentase Administrasi E:r‘::;t:? d.rl;fim:tnrggimya 100 100
Perangkat Daerah Umum yang terlaksana y Persen Persen 629,810,600.00 629,810,600.00 -

Umum Perangkat Daerah
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Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/

Tersedianya komponen

Jumlah Paket Komponen
Instalasi

penerangan Bangunan instalasi / Listrik Penerangan Listrik/Penerangan 12 6 Paket 21,027,700.00 21,027,700.00
Bangunan Kantor yang
Kantor oo
Disediakan
Penyediaan Peralatan dan | Tersedianaya Peralatan dan ‘ég?l?jlrz ?\k?(ta Paenralatan 12 4 Paket
Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantoran gKapan 77,418,400.00 77,418,400.00
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang . Jumlah Paket Barang
Tersedianya Bahan Cetakan
Cetakan dan dan Penggandaan Kantor | Cétakan dan Penggandaan 12| 4Paket | 1) 48050000 12,480,500.00
Penggandaan yang Disediakan
Penvediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan
BacZan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan Bacaan dan Peraturan 12 3 Paket
Perundang-undangan kantor Pfarun.dang-Undangan yang 18,000,000.00 18,000,000.00
Disediakan
. . Jumlah Paket
Penyediaan Bahan/ Tersedianya peralatan dan :
Material bahan kebersihan kantor | Bahan/Material yang 12 5 Paet 7,410,000.00 7,410,000.00
Disediakan
Terselenggaranya rapat Jumlah Laporan
Eigrt;eif:ggda;r??os:&?;si kordinasi dan konsultansi ke | Penyelenggaraan Rapat 12 419
luar daerah dan dalam Koordinasi dan Konsultasi Laporan 493,474,000.00 493,474,000.00

SKPD

daerah

SKPD
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Penyediaan Jasa

Persentase Jasa

Penunjang Urusan Persentase Tersedianya Penunjang Pelayanan 100 100

Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Umum Ka_ntor Yang Persen Persen 436,424,140.00 408,424,140.00 (28,000,000.00)
Terpenuhi

Penyediaan Jasa Surat Tersedianva materai dinas Jumlah Laporan Penyediaan 337 12

Menyurat y Jasa Surat Menyurat Lembar | Laporan 3,370,000.00 3,370,000.00

Penyediaan Jasa Tersediamya Jasa Jumizh Lapqran .Penyedlaan

Komunikasi, Sumber Daya | Komunikasi, Sumber Daya Jasa Komunikasi, Sumber 12 Bulan | 3 laporan

) o ) o Daya Air dan Listrik yang 306,603,140.00 306,603,140.00

Air dan Listrik Air dan Listrik T
Disediakan

Penyediaan Jasa Terselenggaranya Kegiatan j:?;a;]ell‘:zor:g E;nuynidlaan 1 3 laporan

Pelayanan Umum Kantor Pameran yanan ot Kegiatan P 126,451,000.00 98,451,000.00 (28,000,000.00)
Kantor yang Disediakan

Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan Persentase Barang Milik

Milik Daerah Penunjang | Barang Milik Daerah Daerah Yang Terpelihara 100 100

Urusan Penunjang Urusan Daerah | Sesuai Dengan Rencana Persen Persen 457,466,910.00 475,466,910.00 18,000,000.00

Pemerintahan Daerah

yang Dilaksanakan

Kebutuhan
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak

Terlaksananya pemeliharaan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau

Kendaraan Perorangan | mobil Jabatan K:r']‘d%rf‘ae’l‘”?a'paaj ;j‘bata” TUnit 1 TUnit | g4 980,000.00 81,980,000.00
Dinas atau Kendaraan ﬁ'b 9 E Paiak
Dinas Jabatan Ibayarkan Fajaknya
Ezaﬁmgraias;aya Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan | Terpeliharanya mobil dinas %ri]eraljsilogl?u:rt:lég_:pangan 9 Unit 9 Unit
Perizinan Kendaraan operasional zibag arl?an Paiak dan 252,641,910.00 252,641,910.00
Dinas Operasional atau P Y, I
Lapangan erizinannya
Pemeliharaan Peralatan I:;ge(ljlgﬁrngsepner:alat:: Jumlah Peralatan dan Mesin 70 Unit 70 Unit
dan Mesin Lainnya o r{tor periengkap Lainnya yang Dipelihara 35,820,000.00 39,080,000.00 3,260,000.00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Terpeliharanya gedung Jumlah Gedung Kantor dan
Gedung Kantor dan Kantor Bangunan Lainnya yang TUnit | AUNIE | g7 02500000 | 10176500000 |  14,740,000.00
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
TOTAL 57,689,301,530.00 | ©6:811,666.888.0 | g 1) 365,358.00

0
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk tahun 2022 kebutuhan anggaran yang

diperlukan sebesar Rp. 57.689.301.530,- dan mengalami perubahan sebesar Rp.

66.811.666.888,- anggaran ini sudah termasuk anggaran untuk UPT Persampahan BLUD

Intan Hijau. Perubahan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengurangan dan

penambahan pada beberapa kegiatan diantaranya:

1.

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Kerja sama
Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal
sebesar Rp. 10.244.310.800,- mengalami perubahan menjadi Rp. 15.233.083.158,-
yang bertambah sebesar Rp. 4.988.772.358,-. Tambahan anggaran tersebut
dikarenakan adanya kenaikan biaya tagihan listrik penerangan jalan umum dan
pemeliharaan jaringan-jaringan listrik, pembelian lampu LED 90 Watt serta
pemeliharaan, perbaikan dan penggantian komponen penerangan jalan atau

materisasi di Kabupaten Banjar.

Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/
Kota. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 114.542.800,- bertambah
sebesar Rp. 300.008.534,- menjadi Rp. 314.551.334,-. Tambahan anggaran

digunakan untuk penyusunan dokumen Kegiatan Lingkungan Hidup Strategis.

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di laksanakan terhadap media tanah,
air, udara dan laut. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp.
1.050.798.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 2.366.351.000,-, angaran
tersebut bertambah sebesar Rp. 1.315.553.000,-. Tambahan anggaran digunakan
untuk pembelian alat laboratorium system pemantauan kualitas air secara online

dan otomatis di DAS yang mendukung Food Estate.

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan
Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH). Sub kegiatan ini memiliki pagu awal
sebesar Rp. 6.385.082.500,- mengalami penambahan sebesar Rp. 50.014.000,-
menjadi Rp. 6.435.096.500,-. Tambahan anggaran digunakan untuk pemeliharaan

RTH sekumpul.

Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan
melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota dan Sub
Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota. Bertambahnya anggaran dikarenakan adanya kenaikan BBM
Pertamax dan Dexlite serta gunakan untuk belanja jasa pengolahan sampah dan

Tipping Fee TPA regional Banjarbakula.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Sub kegiatan ini memiliki

pagu awal sebesar Rp. 10.000.000,- mengalami perubahan menjadi Rp.
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20.000.000,-. Tambahan anggaran digunakan untuk penambahan target orang

yang mengikuti Bimtek menjadi 2 orang.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan
Lainnya. Sub kegiatan ini memiliki pagu awal sebesar Rp. 87.025.000,- mengalami
penambahan anggaran menjadi Rp. 101.765.000,-. Tambahan anggaran tersebut
digunakan untuk tambahan biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan

bangunan lainnya.

Beberapa kegiatan dan sub kegiatan juga mengalami perubahan indikator kinerja
dan target kinerja seperti yang telah tertera dalam Tabel 3.1 Rumusan Rencana
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022. Hal itu dikarenakan menyesuaikan
dengan Keputusan Mentri Dalam Negri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi permutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
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BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan dan evaluasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam
mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan
pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dalam Perubahan Renja tahun 2022
diharapkan dapat diakomodir perubahan target kinerja serta usulan perubahan anggaran
sebagai akibat dari kebutuhan di masyarakat, terutama dalam hal pelayanan perumahan
rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Banjar.

Tentunya dengan usulan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan
berakibat terjadinya penambahan belanja daerah dan semua usulan tidak dapat
terakomodir. Akan tetapi dengan disusunnya Perubahan Renja 2022 diharapkan dapat
memberi gambaran bahwa anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup melayani kebutuhan masyarakat.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan 2022 Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan berbagai program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan secara umum, meskipun kendala atau hambatan dan
tantangan yang cukup berat, namun demikian kami tetap berusaha untuk melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjutnya perlu dikemukakan sebagai
berikut:

1. Perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

2. Perlu menambah atau memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana yang
ada secara rutin.

3. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan masyarakat bahwa pembangunan
infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan yang
berkesinambungan dan berkelanjutan.

4. Perlu adanya rasa tanggungjawab semua pihak dalam penggunaan dan
pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta kepedulian

masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Martapura, 22 Agustus 2022

_Kepala Dinas Perumahan Rakyat

o IKE an Permukiman dan
/7 \\"'\ P‘,‘ N .

’\;L/ - %_1;, kungan Hidup

/) &

Peémbina Utama Muda
IP 19631231 199003 1 114
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